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ABSTRAK
Nama : NURUL TASIOJA
Nim : 10500113224
Judul : Delik Penghinaan Di Media Sosial Pasca Revisi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik
Skripsi ini membahas Delik Penghinaan Di Media Sosial Pasca Revisi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah 1) Bagaimana penerapan
delik penghinaan sebelum revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam perkara
Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm? 2) Bagaimana implikasi delik penghinaan UU No.
11 Tahun 2008 setelah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016 dalam  perkara
Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks?
Tipe penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan Yuridis – Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang
diteliti serta menggunakan metode wawancara dan menggambarkan fakta yang terjadi
dialapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana pada perkara
Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm adalah tidak tepat karena Majelis Hakim Tidak
mempertimbangkan kejelasan Legal Standing pengadu, keliru menerapkan unsur
yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan alasan
Korban Tidak memberikan keterangan dipersidangan, Tidak jelas content yang
dianggap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang diserang adalah jabatan
publik bukan pribadi, peristiwa dilakukan dalam ranah privat. Dalam Penerapan
hukum pidana pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks pertimbangan hakim
mengenai unsur-unsur pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah tepat. Impilkasi hukum adanya
UU No 19 Tahun 2016 adalah Sanksi Pidana yang diterapkan, status peristiwa pidana
menjadi delik aduan, kejelasan norma unsur-unsur tindak pidana, dan status terdakwa
yang tidak dimungkinkan lagi terjadi penahanan, muatan penghinaan atau
pencemaran nama baik tidak menjadi lex specialis karena tetap mengacu kepada
KUHP.
Demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan
penghinaan maka, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum,
khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan
di media sosial, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas
mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal termasuk dalam membedakan jenis-jenis
tindak pidana. Selain itu pengaturan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana




A. Latar belakang Masalah
Abad milenium ini manusia hidup diiringi dengan kemajuan di dalam bidang
teknologi dan komunikasi. Saat ini manusia dapat berkomunikasi dan menyampaikan
maklumat atau kabar dengan cepat dan mudah.  Betapa canggihnya teknologi masa
kini, sehingga segala informasi dapat disampaikan secara cepat dan menjangkaui
khalayak yang besar. Berkembangnya internet juga telah menciptakan  sebuah dunia
baru yang dikenali sebagai dunia siber, dunia dimana ruang dan masa tidak dibatasi
oleh jangkauan waktu.
Perkembangan teknologi khususnya internet memungkinkan hubungan antar
manusia yang hanya bisa dilakukan didunia nyata dapat dilakukan melalui dunia siber.
Salah satu diantaranya adalah komunikasi secara langsung melalui dialog sudah dapat
dilakukan di dunia internet. Bukan hanya dialog yang sifatnya multipihak bahkan
monolog yang dilakukan satu pihak sudah dapat dilakukan oleh manusia di dunia
internet. Pada pokoknya dunia internet menciptakan pola baru dalam membangun
hubungan antar pergaulan manusia. Segala hubungan yang terbangun didunia internet
antara manusia satu dengan manusia lainnya disebut sebagai Transaksi Elektronik.
Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sangat populer,
termasuk di Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, internet telah menjadi
instrumen yang begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat modern.1 Internet
bukan lagi hal yang tabuh bagi penghuni dunia, jagat maya tak jauh berbeda dengan
1Lihat “ITU: Sepertiga Populasi Dunia Kini Online”, dalam
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/353793-itu--sepertiga-populasi-dunia-kini-online-diakses
pada 1 Mei 2017
2dunia nyata. Orang-orang bisa berkomunikasi hanya dengan memanfaatkan akun
sosial media bagi yang memiliki melalui perangkat PC maupun ponsel pintar yang
tentunya hampir semua orang memilikinya, sehingga semua orang bisa mengakses
internet dimanapun mereka berada. Adanya akses tersebut memungkinkan setiap
orang dengan cepat memperoleh informasi dari belahan bumi manapun hanya dengan
satu sentuhan dan klik. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami
peningkatan yang sangat signifikan. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2014  ada 88 juta pengguna internet, angka
tersebut meningkat tajam hingga tahun 2016. Survei yang dilakukan sepanjang 2016
itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun
total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang.2 Hal ini mengindikasikan
kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu.
Terus bertambahnya pengguna internet, termasuk makin besarnya pengguna teknologi
ini dalam kegiatan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan
politik.
Adanya dampak sosial, ekonomi dan politik semakin meneguhkan bahwa
pergaulan manusia di dunia internet melalui transaksi yang begitu dinamis juga harus
dilandasi dengan etika dan hukum. Tanpa etika dan hukum pergaulan tersebut hanya
akan menciptakan konflik, ketidaktertiban bahkan rasa permusuhan yang
menimbulkan perpecahan antar anak bangsa. Berkembangnya pergaulan manusia di
internet seringkali memicu disharmonis antara manusia satu dengan manusia lainnya.
Salah satu pergaulan manusia dalam transaksi elektronik yang akhir-akhir ini
menimbulkan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya kasus-
2http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.cap
ai.132.juta. Diakses pada 1 Mei 2017
3kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pengguna internet yang jumlanya
mencapai ratusan juta dengan media social yang banyak varian berpotensi besar
mengganngu disharmoni sesama manusia jika tidak dibatasi.
Syariah Islam ajaran yang memberikan pedoman bagi seluruh ummat manusia
dan menjangkau Zaman juga harus dijadikan dasar dalam pergaulan internet atau
dalam Transaksi elektronik. Sesungguhnya, Al-Qur’an diturunkan untuk menjadi
pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan
bahkan Al-Qur’an tidak diturunkan untuk keperluan satu umat atau dalam durasi satu
abad saja, melainkan juga untuk keperluan seluruh umat manusia dan berlaku
sepanjang masa. Oleh karena itu, luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia.
Bagaimanapun, ajaran Islam merupakan salah satu risalah yang paripurna.
Pencemaran nama baik, penghinaan juga diatur jelas dalam hukum positif di
Indonesia. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana
diatur dalam pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara
Indonesia adalah Negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian
pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat
negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikan dapat
dikatakann bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan
menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
membentuk suatu masyarakat adil dan makmur. Dengan adanya ketentuan tersebut
juga secara jelas mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan masyarakat diatur oleh
hukum (ada ketentuan yang mengatur). Dalam konteks pengaturan internet di
Indonesia, rumusan UU No 11 Tahun 2008 yang telah di revisi melalui UU No.19
tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)
adalah acuan utama pengaturan konten internet.
4Seperti yang kita ketahui, semua yang diciptakan pasti memiliki kelebihan dan
kekurangan. Begitupun internet, dibalik beragam manfaat, internet juga sangat
berpotensi menimbulkan mudharat jika tidak dibatasi. Di Indonesia pada hari ini,
masih berserak sejumlah masalah dan tantangan, khususnya dalam perlindungan
kebebasan berekspresi di internet. Persoalan yang paling mengemuka akhir-akhir ini,
adalah kian masifnya penggunaan pasal pidana penghinaan dan pencemaran nama
baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk mengkriminalkan para
pengguna internet. Beberapa orang harus berhadapan dengan hukum, akibat
aktifitasnya di internet, khusunya di media sosial. Lugasnya, bagi pihak yang memiliki
kekuasaan ( power full ) khususnya, pasal pidana penghinaan dan pencemaran nama
baik dalam UU ITE, acapkali menjadi instrumen pembalasan dendam, untuk
mengkriminalkan pihak yang tak punya kuasa ( power less ), akibat postingannya di
internet.
Tidak jelasnya rumusan yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE menjadi
perhatian akademisi dan aktifis kebebasan berpendapat. Mereka menyatakan pasal ini
rawan untuk digunakan oleh pemerintah untuk membungkam para pihak yang ingin
mengkritisi pemerintah. Hal didasarkan pada jumlah kasus-kasus tindak pidana
sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE pelapornya mayoritas orang yang
memiliki kekuasaan. Desakan masyarakat yang menghendaki adanya revisi terhadap
UU No 11 Tahun 2008 mendorong pemerintah dan parlemen untuk merevisi UU ITE
dengan menerbitkan revisi melalui UU No 19 Tahun 2016. Namun masih banyak
pihak yang pesimis dengan adanya revisi tersebut karena belum menjelaskan secara
detail maksud pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU tersebut.
Salah satu kasus penghinaan media online di Indonesia yang marak
pemberitaan media adalah Kasus Fadhli Rahim. Kasus ini terjadi di Kabupaten Gowa
5pada tahun 2014 di media sosial line. Kronologis kasusnya berawal ketika Fadhli
Rahim melakukan percakapan tertutup di media sosial line dengan teman
seangkatannya di sekolah menengah atas (SMA). Dalam percakapan tersebut Fadhli
Rahim menuliskan kalimat yang dianggap menghina Bupati Gowa. Namun Fadhli
Rahim mengaku tidak pernah menyebarkan percakapan tersebut kepada pihak lain.
Fadli Rahim menduga ada pihak lain yang menyebarkan percakapan tersebut kepada
public. Saat ini Fadli Rahim telah menjalani masa hukuman akibat putusan hakim
yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana/delik penghinaan sebagaimana
pasal 27 ayat 3 UU No 11 tahun 2016 tentang ITE.
Di Pengadilan Negeri Makassar juga terdapat kasus Yusniar mengenai dugaan
penghinaan yang dilakukan di Internet dan diadili setelah diberlakukannya revisi UU
No 11 Tahun 2008 yaitu melalui UU No 19 Tahun 2016. Kasus tersebut berawal dari
status curhat facebook Yusniar yang pada pokoknya merupakan ungkapan kekesalan
setelah rumahnya di bongkar oleh beberapa orang dan salah satu diantaranya
merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Jeneponto. Yusniar menulis status di media social facebook yang menyatakan
“anggota dpr dan pengacara tolol”, namun Yusniar tidak menyebut nama anggota
legislatif dan pengacara dalam status Facebook tersebut. Yusniar kemudian dilaporkan
oleh Sudirman Sijaya , Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang merasa terhina
dengan status yang dibuat oleh Yusniar. Saat ini kasus tersebut belum berkekuatan
hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum oleh kejaksaan negeri Makassar.
Menurut Fadli Andi Natsif3 bahwa dengan adanya Revisi UU No 11 Tahun
2008 melalui UU No 19 Tahun 2016 belum menjamin tidak adanya kriminalisasi dan
3Fadli Andi Natsif , Awas Jemarimu Jerujimu, Opini Tribun Timur halaman 29 Tertanggal 20
Januari 2017.
6kekebasan berpendapat di dunia Internet. Hal ini disebabkan karena UU 19 Tahun
2016 tidak banyak berubah secara substansi sebagaimana UU sebelumnya yaitu UU
No 11 Tahun 2008. Selain itu dalam UU 19 tahun 2016 pemerintah mempunyai
kewenangan melakukan pemblokiran terhadap media social yang dianggap memuat
konten pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Kewenangan itu dapat
mengancam akun pengguna media social (netizen) untuk diblokir jika diduga
melanggar UU ITE.
Kasus-kasus penghinaan di media sosial yang terjadi sebelum tahun 2016
penerapannya masih menggunakan UU No 11 Tahun 2008. Sedangkan saat ini UU No
11 Tahun 2008 telah direvisi melalui UU No 19 Tahun 2016. Ada beberapa hal yang
direvisi dan ditambahkan dalam UU No 19 tahun 2016 tersebut. Hasil revisi juga
berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 mengenai delik penghinaan di media sosial.
Berdasarkan Uraian ini maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Delik Penghinaan dalam Transaksi Elektronik pasca Revisi UU No 11 tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik”.
B. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Dalam skripsi terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain :
1) Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.4 Dalam skripsi ini
media sosial yang dimaksud adalah Line dan facebook.
2) Print Out adalah hasil cetakan atau print.
4 https://id.m.wikipedia.org>wiki>media_sosial diakses pada 5 Agustus 2017
73) Screenshoot / Screen Capture adalah suatu gambar yang di ambil oleh suatu
gadget untuk memotret tampilan yang tampak di layar perangkat seperti
komputer, laptop, tablet atau smartphone.5
4) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
5) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.
6) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
7) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
5 https://techijau.com/apa-pengertian-screenshoot-pada-android diakses pada 5 Agustus 2017
8Ruang  Lingkup Penelitian mengenai Penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE pada
perkara Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm dan pada perkara Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks.
C. Rumusan Masalah
Adanya revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaski
Elektronik melalui UU No 19 Tahun 2016 yang memberikan penjelasan mengenai
acuan unsur penghinaan dan Pencemaran nama baik dan atau Fitnah yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini akan menimbulkan
masalah sebab dalam KUHPidana terdapat delik penghinaan yang tidak diatur dalam
Bab Penghinaan. Bertitik tolak hal ini maka adapun Rumusan Masalah penelitian ini
adalah :
1. Bagaimana penerapan delik penghinaan sebelum revisi UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE dalam perkara Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm?
2. Bagaimana implikasi delik penghinaan UU No. 11 Tahun 2008 setelah direvisi
melalui UU No. 19 Tahun 2016 dalam perkara Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah
disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk mengetahui penerapan delik penghinaan sebelum revisi UU No. 11
Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pasca revisi UU No. 11  Tahun 2008
melalui UU No 19 Tahun 2016 terhadap delik penghinaan dalam transaksi
elektronik.
E. Kajian Pustaka
9Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi
dengan judul penulis, sebagai berikut:
1. Rahman Syamsuddin dalam bukunya “Merajut Hukum di Indonesia” memulai
tulisannya dengan membahas sistem adalah suatu kompeksitas elemen yang
terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses), masing-masing elemen terikat
dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lainnya saling bergantung.
Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Hukum pidana
materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang
dapat di terapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada
kesempatan itu. Pada hakekatnya hukum pidana materil berisi larangan atau
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana
formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana
materil. Terlepas dari pembagian tersebut menurut penulis bahwa hukum pidana
adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau
melakukan sesuatu maupun melarang berbuat  atau melakukan sesuatu yang di
atur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi
pidana.
2. Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “ Tindak Pidana Informasi dan
Transaksi Elektronik” menjelaskan bahwa mengenai semua ketentuan pidana yang
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ada dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
Tindak pidana tersebut antara lain , tindak pidana mendistribusikan Informasi dan
Transaksi dan Elektronik yang memiliki Muatan yang melanggar kesusilaan, yang
memuat Perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama
baik, yang memiliki muatan pemerasan dan atau Pengancaman, tindak pidana
intersepsi, berita bohong dan lain-lain..
3. Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Positif Penghinaan”
mengungkapkan secara umum, mengenai tindak pidana dan pembagian
penghinaan. Dalam buku ini dibagi jenis-jenis penghinaan yaitu penghinaan
penghinaan umum, penghinaan khusus dalam KUHP dan Penghinaan khusus di
luar KUHP. Adam Chazawi menguraikan semua jenis penghinaan tersebut dengan
beberapa penerapan dalam kasus. Selain itu juga dikombinasikan dengan literature
penulis hukum seperti satochid kartanegara, Wirjoni Projodikoro. Hal menarik
dalam buku ini adalah penulis berhasil melacak tindak pidana penghinaan dalam
UU khusus/sektoral seperti UU Penyiaran dan UU Informasi dan Elektronik.
4. Wahyudi Djafar Dkk dalam bukunya Internet Untuk Semua, mengintegrasikan
prinsip hak asasi manusia dalam pengaturan internet di Indonesia. Buku ini
menguraikan massifnya penggunaan pasal pidana dalam UU 11 Tahun 2008
tentang ITE. Penulis mengkritik pidana pencemaran nama baik yang terdapat
dalam UU ITE serta penerapannya dalam kasus-kasus kongkrit. Selain itu untuk
menambah wawasan pembacanya diuraikan beragam pengaturan konten internet
di beberapa Negara. Hal lain yang dijelaskan adalah perlindungan dan pembatasan
kebebasan berekspresi secara umum dan pembatasan hak atas kebebasan
berekspresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
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5. Leden Marpaung menulis buku Tindak Pidana terhadap Kehormatan yang
menjelaskan tentang penghinaan yang ada dalam KUHP baik penghinaan umum
maupun penghinaan khusus. Uraian terhadap beberapa tindak pidana juga disertai
putusan Mahkamah Agung sehingga pembahasan terhadap kasus kongkrit lebih
detail dan cermat. Namun pembahasan mengenai teori-teori tindak pidana
penghinaan tidak terlalu detail karena tidak membandingkannya dengan beberapa
pendapat pakar hukum pidana lainnya.
6. Elsam merumuskan makalah dengan judul UU ITE Meresahkan Kemerdekaan
Berpendapat dan Berekspresi, Penting Segera Direvisi. Makalah ini secara
gamblang membahas tentang Pada dua pokok persoalan utama pelaksanaan UU
ITE: massifnya penggunaan pasal pidana pencemaran nama baik, dan tiadanya
pengaturan yang jelas terkait dengan konten internet. ELSAM telah menyelesaikan
suatu kajian, untuk mencari solusi pemecahan atas dua masalah tersebut. Solusi ini
dimaksudkan guna memastikan pengintegrasian secara baik prinsip‐prinsip
perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan mengenai
pemanfaatan teknologi informasi. Sebab, mengacu pada Resolusi 20/8 Dewan
HAM Perserikatan Bangsa‐Bangsa, dinyatakan perlindungan hak yang
dimiliki setiap orang saat offline, juga melekat saat mereka online. Perlindungan
ini khususnya terkait dengan hak atas kemerdekaan berekspresi, yang berlaku
tanpa melihat batasan.
7. Zainal Abidin Dkk menulis Membelenggu Ekspresi Studi kasus mengenai praktik
pemblokiran/penyaringan konten internet Dan kriminalisasi pengguna internet di
Indonesia . Tulisan ini merekomendasikan beberapa hal berikut ini:  1.
Pentingnya melakukan penelaahan ulang dari revisi terhadap UU Informasi dan
Transaksi Elektronik, khususnya untuk memberikan ruang yang memadai
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pengaturan mengenai konten dan pengawasannya. Selain itu, memastikanadanya
harmonisasi berbagai instrumentasi internasional hak asasi manusia yang telah
diadopsi Indonesia, sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE, juga tak-bisa
dielakan. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan
terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. 2. Perlunya wacana dan rencana
strategis dari negara (pemerintah dan DPR) untuk mendorong lahirnya suatu badan
independen, yang isinya dari berbagai pemangku kepentingan, sebagai sebuah
lembaga khusus yang menangani konten internet secara bebas dan imparsial. 3.
Pentingnya mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dan
pengetahuan yang memadai mengenai berbagai jaminan perlindungan hak asasi
manusia, khususnya yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi,
sehingga mampu terimplementasikan di dalam setiap aktivitas penegakan hukum.
Selain itu, kaitannya dengan penggunaan sarana tekonologi informasi, juga
penting memastikan aparat penegak hukum mendapatkan cukup masukan
informasi dan pengetahuan, perihal seluk-beluk perangkat tersebut, sehingga ada
ketepatan dalam setiap tindakan yang terkait dengan penegakan hukum yang
melibatkan sarana teknologi informasi. 4. Pentingnya pembentuk undang-undang
untuk segera melakukan dekriminalisasi penghinaan dan pencemaran nama baik.
Pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan sewenang-wenang hukum
pidana terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling parah
dari bentuk pembatasan hak asasi. Pidana pencemaran tidak hanya menciptakan
efek dingin, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya,
seperti penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan bentuk hukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
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8. Muhammad Rizaldi Anotasi Putusan Benny Handoko dalam jurnal ini diterangkan
bahwa Penggunaan UU ITE dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa
mengakitkan dengan Pasal Penghinaan dalam KUHP adalah tidak tepat. Sebagai
alternative Penulis menyarankan untuk menggunakan Pasal 310 ayat 2 KUHP
yaitu tindak pidana tertulis untuk kasus-kasus yang serupa dimana perbuatan yang
hendak dijerat pidana adalah penghinaan yang dilakukan melalui suatu tulisan.
Alternative lainnya adalah dengan menjuntokan UU No 11 tahun 2008 tentang
ITE dengan pasal penghinaan di KUHP. Dengan demikian akan terlihat jelas
bentuk penghinaan yang hendak didakwakan terhadap terdakwa. Jaksa Penuntut
Umum akan kehilangan esensi dari penghinaan sebagaimana diatur KUHP
terutama mengenai bentuk-bentuk penghinaan, ketentuan mengenai delik aduan
dan unsur pengertian dasar penghinaan.
9. Jumardi dalam skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 271/PID.B/2013/PN.Mks) skripsi ini menerangkan
bahwa Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 271/ Pid.B/ 2013/ PN. Mks.,
adalah tidak tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan pertama
yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan.
Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa
dan barang bukti yang diperoleh di persidangan maka menurut penulis Pasal 310
ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan tidak tepat karena tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan
dalam tindak pidana penghinaan ringan yang di atur dalam Pasal 315 KUHPidana.
Kemudian Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana
penghinaan dalam Putusan Nomor: 271/PID.B/2013/PN.MKS adalah tidak tepat,
majelis hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai salah
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satu unsur  Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur menuduh melakukan suatu
perbuatan tertentu sedangkan hal tersebut merupakan unsur yang menentukan
apakah terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan ataukah tindak pidana
penghinaan ringan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan
majelis hakim dalam memutus terdakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHPidana
sangatlah keluru. Seharunya hakim memutus terdakwa dengan Pasal 315 (1)
KUHPidana yaitu tindak pidana penghinaan ringan.
10. Fadli Andi Natsif dalam Opini di harian tribun timur yang berjudul awas jemarimu
jerujimu mengulas tentang seharusnya perubahan UU ITE Lebih banyak banyak
menekankan pada penataan dan pemanfaatan ruang virtual yang cenderung
meningkat mengalahkan media mainstream seperti media cetak dan media
penyiaran. Adapun bagi mereka yang tidak memanfaatkan media social secara
baik sehingga perbuatan itu masuk dalam kategori penghinaan maka dapat
diterapkan KUHP. Selain potensi kriminalisasi juga yang paling dikritisi hasil
revisi UU ITE adalah potensi terjadinya abus of power oleh pemerintah terkait
dengan konten media elektronik sebab dalam UU yang baru ini memberikan
kewenangan yang begitu besar kepada pemerintah untuk mengawasi konten media
elektronik.
Berdasarkan beberapa literatur dalam bentuk buku, jurnal, makalah, opini
diatas mayoritas membahas tentang tindak pidana penghinaan yang ada Dalam KUHP.
Demikian pula kasus-kasus mengenai penghinaan dalam Transaksi Elektronik hanya
membahas tentang pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008. Peristiwa pidana yang
dianggap sebagai penghinaan di media sosial kebanyakan berasal dari status media
sosial seseorang. Skripsi penulis ini membahas tentang penerapan penghinaan dalam
UU ITE dalam kasus kongkrit dengan menggunakan UU No 19 tahun 2016 yang
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merupakan perubahan/revisi dari UU No 11 Tahun 2008. Beberapa karya tulis di atas
hanya membahas tentang Penghinaan dalam UU ITE dengan menggunakan UU No 11
Tahun 2008 tetapi belum ada yang membahas dengan menggunakan UU No 19 tahun
2016. Selain itu kasus yang diteliti oleh penulis juga terdapat pada saat berlakunya UU
No 11 tahun 2008 tetapi peristiwa pidananya adalah percakapan dalam private grup
line bukan mengenai status media social yang sering diperkarakan.
F. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis
Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih
lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan
acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi
para pembaca tentang delik penghinaan dalam transaksi elektronik.
2. Kegunaan praktis
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pada
umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai delik





1. Istilah dan Pengertian
Pengertian tentang delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum
pidana sering mempergunakan istilah tindak pidana, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana
atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Dalam kepustakaan hukum pidana istilah delik sering juga disebut sebagai
peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Namun yang paling sering
digunakan adalah istilah tindak pidana dan delik. Para pakar hukum pidana asing
menggunakan istilah “Tindak Pidana” atau “Perbuatan Pidana” atau “Peristiwa
Pidana” dengan istilah:1
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan
oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.
Istilah delik berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu
strafbaarfeit. Istilah ini terdapat dalam Wetbook Van Straftrecht (WvS) Belanda,
tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit
1Amir Ilyas, Asas-asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
pidana sebagai Syarat pemidanaan, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), h.18
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itu. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu
straf, baar dan feit. Yang masing- masing memiliki arti:2
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Jadi, istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan
yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).
Maka dapat disimpulkan bahwa Istilah delik atau tindak pidana adalah berasal
dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” straf,
baar, dan feit. Adami Chazawi pernah melakukan identifikasi mengenai sejumlah
istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada
maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit,
yaitu sebagai berikut:3
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan
perundang-undangan lainnya.
2. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: R. Tresna
dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana”, H.J Van Schravendijk dalam
buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam
2Amir Ilyas, Asas-asas Hukum pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
pidana sebagai Syarat pemidanaan, h.19
3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.67– 68
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bukunya "Hukum Pidana". Pembentuk Undang-undang (UU) juga pernah
menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD'S 1950 yang
terdapat dalam pasal 14 ayat (1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "delictum" juga digunakan
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht,
walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam
buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau "Hukum Pidana
I". Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku
"Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan", walaupun menurutnya
lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku M.H. Tirtaamidjaja yang
berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh M. Karni dalam
buku beliau "Ringkasan tentang Hukum Pidana Begitu juga Schravendijk
dalam bukunya "Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang undang
di dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal
3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau,
misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.
Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya
memberikan arti dari strafbaar feit. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian
dari tindak pidana (strafbaar feit), anatara lain:4
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, h.69
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1. Menurut W.P.J. Pompe, suatu strafbaar feit (definisi menurut hukum positif)
itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu
rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat dihukum”. Pompe
mangatakan, bahwa “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang
dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Menurut Prof. Van Hamel, telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai
“suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
3. H.B. Vos, Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manuasia yang diancam
pidana oleh Undang-Undang.
Menurut R. Tresna, Peristiwa Pidana itu adalah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau
peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan
penghukuman. Tidak ada persamaan pendapat dikalangan para ahli tentang syarat –
syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebbagai peristiwa pidana, oleh karena
itu sebagai peristiwa pidana, oleh karena itu R. Tresna menyatakan, dapat diambil
sebagai patokan bahwa peristiwa pidana itu harus memenuhi syarat – syarat sebagai
berikut:5
1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan
hukum
5 R. Tresna, Azas – azas Hukum Pidana (Jakarta: Tiara Limited, 1959 ), h. 27
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3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus
dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peruatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang –
undang.
Ada pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan
antara unsur – unsur mengenai perbuatan dengan unsur – unsur mengenai diri
orangnya. Beberapa pendapat para ahli yang berpandangan monisme berdasarkan
dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana seperti berikut:6
1. J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan defenisi strafbaar feit
menjadi dua pengertian:7
a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (
Feit ) yang dapat diancam pidana oleh undang – undang.
b. Defenisi panjang pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang
melawan hukum ( wederrechttelijk ) berhubung dilakukan dengan sengaja
atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Jonkers, sifat melawan hukum dipandang sebagai unsur yang
tersembunyi dari tiap peristiwa pidana, namun tidak adanya kemampuan untuk dapat
dipertanggungjawabkan merupakan alasan umum untuk dibebaskan dari pidana.
Kesengajaan atau kesalahan selalu merupakan unsur dari kejahatan.
Berdasarkan hal ini ternyata definisi tindak pidana yang panjang itu terlalu luas dan
selain menyebutkan mengenai peristiwa pidana juga menyebutkan tentang pribadi si
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, h. 75
7 Bambang Poernimo, Asas-Asas Hukum Pidana ( Yogyakarta: Ghalia Indonesia,  1983),
h.75
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pembuat. Menurut Jonkers hal ini tidaklah merupakan keberatan yang terlampau
besar, karena kita selalu meninjau peristiwa pidana .
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah
kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga
kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena
itu dapat dipersalahkan.
4. Simons dalam P.A.F. Lamintang8 merumuskan strafbaar feit adalah suatu
tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oeh seseorang
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai
dapat dihukum.
Alasan dari simons apa sebabnya “Strafbaar Feit” itu harus dirumuskan seperti di
atas adalah karena:
a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat
suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang –
undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang –
undang, dan Setiap Strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu
onrechmatige handeling.
8 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya bakti, 1997) h.176
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5. Menurut Jan Remmelink, bahwa sekilas tampak bahwa membatasi  pengertian
“bahaya” ini tidak perlu, karena makna istilah bahaya kiranya dapat dirasakan
oleh setiap orang secara alamiah. Namun seorang juris tidak dapat menghindari
keharusan untuk mencari  batasan yang lebih tegas. Di sini istilah bahaya
dimengerti sebagai  kemungkinan nyata timbulnya kerusakan terhadap benda
hukum atau kepentingan hukum ( rechtsgoederen ) yang dilindungi oleh hukum.
6. Baumann dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan
perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan
dengan kesalahan. bahwa sekilas tampak bahwa membatasi pengertian “bahaya”
ini tidak perlu, karena makna istilah bahaya kiranya dapat dirasakan oleh setiap
orang secara alamiah. Namun seorang juris tidak dapat menghindari keharusan
untuk mencari batasan yang lebih tegas. Di sini istilah bahaya dimengerti sebagai
kemungkinan nyata timbulnya kerusakan terhadap benda hukum atau kepentingan
hukum ( rechtsgoederen ) yang dilindungi oleh hukum.
2. Unsur-unsur Delik
Pembahasan pengertian unsurr-unsur tindak pidana dalam sub bab ini tidak
bermaksud untuk membahas unsur-unsur pidana dalam setiap pasal. Perlu diketahui
bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam setiap pasal memiliki unsur yang berbeda.
Dalam uraian ini menguraikan pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas
daripada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan
undang-undang, yang dalam bahasa Belanda disebut element van de wettelijke
delictsome schrijving.9
9 Mohammad Eka Putra, Dasar-dasar Hukum Pidana (Medan: USU Press, 2010), h.10
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Dalam Literatur mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana yang
terhimpun dalam beberapa doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan
unsur objektif, yakni :10
A. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (An act does not
make a person guilty unless the mind is guilty or actus not facit reum nisi mens sit
rea). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh
kesengajaan (intention/opset/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld).
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas
3 bentuk, yakni: 11
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis)
B. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas :12
a). Perbuatan manusia, berupa:
1. Act, yakni berupa aktif atau perubahan positif
2. Omission, yakni perubahan pasif atas perubuatan negatif, yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan.
b). Akibat (result) perbuatan manusia
10 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.91
11 Rahman Syamsuddin dkk., Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta : Mitra Wacana Media,
2014), h. 194
12 Rahman Syamsuddin dkk, Merajut Hukum di Indonesia, h. 195
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Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa,
badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan kebahagiaan.
c). Keadaan-keadaan (circumstances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
d). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si
pelaku dari hukuman. Adapun sikap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu
bertentangan dengan hukum, yakni berkenan dengan larangan atau perintah.
Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat
dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak, berdasarkan batasan yang
dikemukakan Tresna, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana
apabila memenuhi unsur-unsur.13
a. Harus ada perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan
hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka
melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar
haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi
maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
dalam pasal tersebut;
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus
dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana
13 R. Tresna, Azas – azas Hukum Pidana , h. 60
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terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi
haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal
ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld
atau unless the mind is quality;
d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukumnya di dalam
undang-undang.
Pendapat R.Abdoel djamali mengenai Unsur-unsur tindak pidana diatas yang
diuraikan sebelumnya barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :14
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok orang;
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang,
pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat
mempertanggung jawabkan kesalahannya;
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu
memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar
suatu ketentuan hukum;
d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan
dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata-nyata bertentangan
dengan hukum;
e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang
dilanggar itu mencantumkan sanksinya.
14R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993 ),
h. 159
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Selanjutnya Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang membagi
unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut:15
1. Menurut Van Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif
yang berupa adanya suatu kelalukan (perbuatan) yang bertentangan dengan
hukum (onrechtmatig / wederrechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa
adanya seseorang pembuat (dader) mampu bertanggungjawab atau dapat
dipersalahkan (toerekeningsvatbaarheid) terhadap kelakuan yang
bertentangan dengan hukum itu.
2. Van Bemmelen menyatakan bahwa elemen – elemen dari Strafbaar feit dapat
dibedakan menjadi:
- Elementen voor de strafbaarheid van het feit, yang terletak dalam objektif
karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum
- Mengenai elementen woor strafbaarheid van dedader, yang terletak dalam
subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan / sikap batin orang yang
melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlukan
untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancamkan.
Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana mengenai unsur – unsur tindak
pidana yang menganut paham aliran “aliran monistis”:16
1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
c. Melawan hukum (onrechtmatig)
15 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, h.103
16Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) h. 40-42
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d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari
tindak pidana (strafbaar feit).
Adapun Unsur Obyektif yang dimaksud Simons yaitu :
1) Perbuatan Orang
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti
4) dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.
Sedangkan Unsur Subyektif yang dimaksud Simon  :
a. Orang yang mampu bertanggung jawab
b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan
atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Van Hamel memberikan defenisi Strafbaar Feit adalah: eem wettelijk omschreven
menschelijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten.”
Jadi unsur – unsurnya adalah:
a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang.
b. Melawan hukum.
c. Dilakukan dengan kesalahan.
d. Patut dipidana
3. E. Mezger, menurutnya unsur – unsur tindak pidana ialah:
a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusiai ( aktif atau membiarkan ).
b. Sifat melawan hukum ( baik bersifat objektif maupun yang subjektif ).
c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
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d. Diancam dengan pidana.
4. Karni memberikan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut: Bahwa delik itu
mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan
dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa
perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
5. Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek, yakni tindak pidana
berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
Selanjutnya beberapa ahli yang dimasukkan sebagai golongan yang
mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan adalah:17
1. H.B.Vos Strafbaar Feit berunsurkan:
- Kelakuan manusia
- Diancam pidana dengan Undang-Undang
2. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif strafbaar feit adalah
tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang”.
(Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders date en feit, dat in
oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Memang beliau
mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang
bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :
b. Perbuatan (manusia)
c. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
d. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
Menurut Molejatno Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas
yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, Karena
17Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, h. 42-43
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perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan
yang tak boleh atau tak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau
menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan
dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur
perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana
Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:18
a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran
Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (recht
delicten) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat
dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di
dalam perundang-undangan sebagai tindak  pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif
ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak
pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai wet delicten, yakni
perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan
pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan
bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak
pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada
tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan
18 Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana I (Surakarta:
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005) h. 131-138
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Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang
terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau
kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak
mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya
berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana
aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak
pidana aduan relatif.
Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika
ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana
yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana
Commissionis Per Omisionem Commissa
Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh
undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya
aktifitas.
Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan
ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang.
Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya
itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan
tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang
itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah
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merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan
terlarang yang berlangsung lama.
g. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan
perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru
dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah
pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340
KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan
(Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang
bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak
kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan.
Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak
kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik19
Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam
bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu
tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.
19 Rahman Syamsuddin dkk, Merajut Hukum di Indonesia, 2014 h. 200
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B. Delik Penghinaan
1. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
a) Penghinaan dalam Bab XVI KUHP
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XVI (Pasal
310-321) diberi Judul penghinaan. Namun jika mengkaji keseluruhan pasal-pasal
dalam Bab XVI mengenai penghinaan tersebut tidak ditemukan pengertian
penghinaan. Dalam Ketentuan Umum Bab pertama dalam KUHP juga tidak
memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penghinaan. Pembuat KUHP
hanya memberikan nama Bab XVI mengenai penghinaan tanpa menjelaskan lebih
lanjut mengenai pengertian yang dimaksud dengan penghinaan. Demikian pula dalam
Bab XVI KUHP tersebut tidak ditemukan kata penghinaan kecuali dalam pasal 314
dan 315.
Beberapa penulis hukum pidana seperti R.Soesilo dalam uraian bukunya
mengenai pasal 310 KUHP menyatakan bahwa sebelum menerangkan penghinaan
yang tersebut dalam pasal ini, ada baiknya untuk diterangkan disini apakah
sebenarnya yang diartikan dengan “penghinaan” itu. “Menghina” yaitu menyerang
kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu.
“Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat
dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi
kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak
termasuk kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan “kesopanan” atau
“kesusilaan” yang tersebut dalam pasal 281-283.20
20 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1998),
h.225
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Penjelasan R.Soesilo di atas menggaris bawahi bahwa menghina sama dengan
menyerang kehormatan dan nama baik. Namun dalam bukunya R.Soesilo tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehormatan atau nama baik. Hanya
diuraikan bahwa kehormatan yang dimaksud yang dapat dicemarkan dan bukan
dalam lapangan seksuil. Pendapat demikian sesunggunya tidak menjelaskan
mengenai pengertian penghinaan tetapi hanya memberikan batasan secara hukum
mengenai kehormatan.
Oemar Seno Adji mengartikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang
kehormatan atau nama baik “aanranding of goede naam” yang dapat berbentuk
penghinaan secara tertulis dengan menuduhkan suatu hal, dan penghinaan ringan
yang merupakan penghinaan yang tidak mengandung pencemaran secara tertulis
yang dilakukan terhadap seseorang. Dalam sejarah hukum di Indonesia, konsep
penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari
penafsiran terhadap haatzaai artikelen yang tindak pidana pokoknya terdapat pada
Pasal 145 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan diartikan sebagai suatu
perbuatan mengeluarkan penyataan permusuhan, benci atau meremehkan
(merendahkan) yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan
rakyat dalam pasal-pasal Haatzaai tersebut.21
Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah
penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :22
a. Penghinaan materiil, penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka
yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan
21 Lihat http://elsam.or.id/pdf/paper/Haatzaai%20Artikelen.doc diakses pada 1 Mei 2017 pada
jam 21.16 Wita
22 Oemar Seno Adji. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 1990), h. 37
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secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa
tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
b. Penghinaan formil. Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan,
melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan
caranya yang merupakan factor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah
dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan
kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut
adalah ditutup.
Demikianlah pengertian penghinaan yang dikemukakan oleh beberapa penulis
hukum pidana walaupun sesungguhnya pengertian tersebut belum dapat mewakili
maksud semua tindak pidana yang terdapat dalam Bab XVI KUH. Namun pengertian
secara sederhana Penghinaan Adalah menyerang Kehormatan dan atau Martabat.
Penghinaan sebagaimana yang tertuang dalam Bab XVI KUHPidana obyek yang
diserang kehormatan dan martabatnya adalah Individu.
Dalam KUHP terdapat tindak pidana yang pada hakikatnya adalah tindak
pidana seperti yang tercantum dalam Bab XVI KUHP akan tetapi obyek yang
diserang kehormatannya atau martabatnya bukanlah Individu secara langsung akan
tetapi jabatan, komunal (golongan penduduk) dan simbol-simbol agama. Tindak
pidana tersebut ditempatkan dalam bab yang menyangkut Ketertiban Umum. Adami
Chazawi23 membagi tindak pidana penghinaan ini ke dalam dua bagian yaitu tindak
pidana Penghinaan Umum yang terdapat dalam KUHP dan Tindak Pidana
Penghinaan Khusus yang ketentuan pidananya tersebar dalam UU Khusus di luar
KUHP.
23 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Surabaya: ITS Press, 2009, h. 87
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Dalam KUHP Penghinaaan itu ada beberapa macam diantaranya : menista
(smaad) yang diatur dalam pasal . 310 (1), menista dengan surat (smaadachrift)
pasal. 310 (2), memfitnah (laster) pasal 311, penghinaan ringan (eenvoudige
belediging) pasal. 315, mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) pasal 317
dan tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) pasal 318. Yang akan
diuraikan sebagai berikut :
1) Tindak Pidana Menista atau Pencemaran (Smaad)
Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini
yaitu tindak pidana Penistaan atau Tindak Pidana Pencemaran. Dinamakan Tindak
pidana menista atau Pencemaran karena dalam pasal tentang tindak pidana ini sendiri
yang menyatakan atau menyebutkan penistaan atau pencemaran. Secara lengkap
mengenai penistaan diatur dalam Pasal 310 KUH yang menyatakan :
(1) Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista,
dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
Penggunaan istilah “Pencemaran atau “Penistaan” sesungguhnya berdasarkan
hasil terjemahan frasa Smaad yang terdapat dalam teks asli bahasa Belanda mengenai
pasal penghinaan. berbagai penulis hukum menerjemahkan kata Smaad tersebut
dengan pencemaran dan Terdapat pula yang menerjemahkan dengan istilan penistaan.
R.Soesilo, Wirjono Projodikoro, Adami Chazawi, menerjemahkan dengan
menggunakan istilah penistaan24.
24 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1998),
h.225
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Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana penistaan diatur dalam
pasal 310 KUHP. Muatan dalam pasal tersebut terdiri dari tiga ayat yang pada
pokoknya menyatakan:
- Ayat 1 penistaan yang dilakukan dengan Lisan
- Ayat 2 penistaan yang dilakukan dengan Tulisan/Gambar
- Ayat 3 alasan penghapus pidana Penistaan yaitu demi kepentingan Umum
Untuk lebih detailnya penulis akan menguraikan tiap-tiap unsur yang terdapat
dalam pasal 310 ayat 1 KUHPidana yaitu sebagai berikut :
a. Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang
Maksud menyerang atau merusak dalam pasal ini adalah perbuatan yang
dapat memyinggung kehormatan dan atau nama baik. Perbuatan tersebut bukanlah
menggunakan fisik untuk menyakiti fisik seperti dalam tindak pidana penganiayaan.
Tetapi perbuatan menyerang atau merusak ini dilakukan dengan cara lisan.
R.Soesilo dalam uraian bukunya mengenai pasal 310 KUHP menguraikan
bahwa sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal ini, ada baiknya
untuk diterangkan disini apakah sebenarnya yang diartikan dengan “penghinaan” itu.
“Menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang
itu biasanya merasa malu.“Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai
kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam
lapangan seksual ini tidak termasuk kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk
kejahatan “kesopanan” atau “kesusilaan” yang tersebut dalam pasal 281-283.25
Penjelasan R.Soesilo di atas menggarisbawahi bahwa menghina sama dengan
menyerang kehormatan dan nama baik. Namun dalam bukunya R.Soesilo tidak
25 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h.225
37
menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehormatan atau nama baik. Hanya
diuraikan bahwa kehormatan yang dimaksud yang dapat dicemarkan dan bukan
dalam lapangan seksuil.
Oemar Seno Adji mengartikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang
kehormatan atau nama baik “aanranding of goede naam” yang dapat berbentuk
penghinaan secara tertulis dengan menuduhkan suatu hal, dan penghinaan ringan
yang merupakan penghinaan yang tidak mengandung pencemaran secara tertulis
yang dilakukan terhadap seseorang.Dalam sejarah hukum di Indonesia, konsep
penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari
penafsiran terhadap haatzaai artikelen yang tindak pidana pokoknya terdapat pada
Pasal 145 KUHP.Dalam perumusan tersebut, penghinaan diartikan sebagai suatu
perbuatan mengeluarkan penyataan permusuhan, benci atau meremehkan
(merendahkan) yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan
rakyat dalam pasal-pasal Haatzaai tersebut.26
Menurut Satochid Kartenegara yang dimaksud dengan kehormatan adalah
harga diri atau martabat manusia yang disandarkan pada tata susila 27.  Namun atas
pengertian dari satochid tersebut dikritik oleh Adami chazawi yang menyatakan
bahwa Lebih tepat sandarannya pada nilai-nilai kesopanan masyarakat, karena
pengertian kesopanan lebih luas dari pengertian kesusilaan. Menurut Adam Chazawi
kesopanan mengandung dua pengertian yaitu sempit dan luas.Pengertian sempit ialah
tata nilai yang baik (adab) dalam pergaulan hidup yang menyangkut rasa kesusilaan
(nilai-nilai yang menyangkut seksual) masyarakat yang disebut kesusilaan.Sedangkan
pengertian secara luas ialah selain dalam pengertian sempit, atau nilai-nilai yang baik
26Lihat http://elsam.or.id/pdf/paper/Haatzaai%20Artikelen.doc diakses pada 3 Mei 2017 pada
jam 21.16 Wita
27 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan,, h.6
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di luar kesusilaan termasuk di dalamnya nilai-nilai mengenai kehormatan dan nama
baik orang yang menjadi obyek penghinaan.28
Sedangkan Adami Chazawi sendiri memberikan pengertian kehormatan
adalah harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang yang
disandarkan pada tata (adab) atau nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan masyarakat.
Arti Tata adalah nilai-nilai yang baik yang hidup dan dijunjung tinggi serta
dipertahankan  oleh masyarakat.29
Mengenai pengertian nama baik, Adami Chazawi juga memberikan
pengertian adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada
pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam
pergaulannya.30 Satochid Kartanegara mengatakan nama baik Goede naamatau nama
baik itu yang dimaksud dalam pasal KUHP ditujukan terhadap orang yang
mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.
Penulis menolak pendapat Satochid tersebut dengan argumentasi sebagai
berikut :
- Bahwa sesungguhnya setiap manusia diciptakan oleh tuhan memiliki kedudukan
yang sama, sehingga membedakan manusia karena kedudukan sosialnya yang
tinggi adalah hal yang keliru.
- Bahwa oleh karena manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang
samamaka harkat dan martabatnya serta nama baiknya harus mendapat
perlindungan dari hukum.
- Bahwa membedakan dan menyatakan hanya manusia yang memiliki kedudukan
social yang memiliki nama baik akan menegaskan bahwa dibolehkan menghina
28Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h.6
29Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h.7
30Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h.6
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nama baik bagi orang yang tidak punya kedudukan sosial sedangkan orang yang
memiliki kedudukan sosial tidak boleh dihina karena hanya mereka yang punya
nama baik.
- Bahwa KUHP sesungguhnya bukan hanya melindungi kehormatan orang yang
masih hidup (meskipun tidak punya kedudukan sosial) tetapi juga orang yang
sudah meninggal. Termasuk setiap manusia walaupun mereka tidak punya
kedudukan sosial.
Untuk menentukan apakah kehormatan dan atau nama baik telah diserang
atau dirusak maka Wirjono Projodikoro berpendapat31
Maka timbul pertanyaan, apakah adanya terbuat suatu penghinaan harus
digantungkan pada pertanjaan apakah si korban merasa tersinggung dalam rasa
kehormatannya (eergevoel) Saja rasa ini tidak mungkin oleh karena setiap orang
mempunyai rasa kehormatan yang berlainan satu dengan yang lain. Ada yang mudah
merasa tersinggung, ada yang tidak begitu mudah dan ada yang jarang merasa
tersinggung sehingga bagi para pengusut, penuntut dan pemutus perkara pidana tidak
ada patokan untuk menentukan kapan ada terjadi suatu penghinaan. Maka rasa
kehormatan ini menurut hemat saja harus sekedar di objectivir sedemikian rupa,
bahwa harus ditindjau apa dengan suatu perbuatan tertentu seorang bisa normaliter
atau pada umumja akan merasa tersinggung atau tidak.
Mengenai rasa harga diri Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa :32 Saja akui
bahwa ukuran ini sangat kabur oleh karena setiap orang mempunjai rasa harga diri
sendiri jang masing masing juga berlainan dalam hal sampai dimana rasa harga diri
itu tersinggung Tetapi justru dengan adanja sangat beraneka warna rasa harga diri ini
31Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, (Bandung, P.T.Eresco,
Djakarya, 1967), h. 93
32Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h.94
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saja tidak mufakat untuk misalnja menganggap seorang tidak boleh merasa
tersinggung. Apabila dikatakan kurang pintar atau kurang tjakap. Kenjatannja ialah
bahwa rasa tersinggung itu tidak dapat dikur dengan soal wujud jang diserang
melainkan ada peranan penting ada tjara mengeluarkan kritikan itu pada pemilihan
kata-kata tertentu. Misalnya kalau dipakai perkataan tolol atau goblok.
R.Soesilo berpendapat bahwa obyek penghinaan dalam pasal 310 ayat 1 ini
adalah orang perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu
perkumpulan, segolongan penduduk. Wirjono Projodikoro berpendapat:33”Dapat
dikatakan pula bahwa seorang anak jang masih muda, belum dapat merasakan
tersinggung ini dan bahwa seorang jang sangat gila, tidak dapat merasa tersinggung
itu, maka tidak mungkin ada tindak pidana penghinaan terhadap dua jenis orang
tadi”.
Berdasarkan uraian-uraian beberapa penulis hukum tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa obyek penghinaan itu harus jelas termasuk penyebutan
korban penghinaan tersebut orang-perseorangan yang menjadi korban tindak pidana
penghinaan harus jelas siapa yang diserang kehormatannya. Kejelasan obyek atau
korban penghinaan tersebut meliputi nama atau symbol atau identitas yang dapat
menunjuk secara jelas orang orang tersebut adalah benar yang dimaksud oleh pelaku
tindak pidana. Kejelasan Nama atau symbol atau identitas korban penghinaan sangat
penting untuk menentukan legal-standing pengadu karena pasal 310 KUHP
merupakan delik aduan .
b. Dengan jalan (cara) menuduh dia melakukan sesuatu Perbuatan tertentu
Untuk memperjelas unsur ini maka ada 3 legal issue yang mengemuka dan
akan diuraikan penulis dalam tulisan yaitu :
33 Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 93
41
a. Bagaimana bentuk “perbuatan tertentu” dalam unsur ini?
Laden Marpaung berpendapat34 Kata “Perbuatan Terentu” sebagai terjemahan
dari kata Bahasa Belanda Bepaald Feit dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan
tersebut dinyatakan dengan Jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas
disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut adalah




Kata kata tersebut, tidak merupakan “perbuatan tertentu”. Jika di ucapkan
tuduhan itu dengan jelas misalnya
- Si A yang mencuri paa minggu lalu di rumah si X
- Si R telah menipu uang P pada hari senin kemarin di rumahnya dan lain lain
Adami Chazawi berpendapat:35”Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah
merupakan perbuatan tertentu ( telast-legging van een bepaald feit) dan bukan hal
lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh,
malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Walaupun kata kata kotor seperti ini juga
menyinggung perasaan orang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah
perbuatan tertentu, juga orang yang dituduh haruslah orang tertentu. Tidak boleh
pada umumnya. Orang tentu inilah yang dituju oleh si pembuat”.
Lebih lanjut Adam Chazawi menguraikan36 bahwa di dalam perkataan
tertentu, bisa jadi bukan merupakan perbuatan, tetapi di dalamnya mengandung unsur
34 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
h. 12
35 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 93
36 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan , h. 93
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perbuatan. Misalnya, pelacur (di dalamnya terkandung perbuatan melacurkan diri)
berkencan dengan pelacur (makna perbuatan menyetubuhi pelacur), Pemeras (di
dalamnya terkandung perbuatan memeras) atau Penipu (di dalamnya terkandung
perbuatan penipu) . Ucapan seperti itu termasuk perbuatan yang dituduhkan dalam
pencemaran. Meskipun tidak secara langsung/tegas menyebut bentuk perbuatan
tertentu tetapi di dalamnya mengandung makna perbuatan tertentu.
Jika mencermati Kedua Penulis Hukum tersebut di atas maka terdapat
perbedaan pendapat diantara keduanya. sedangkan penulis sendiri berpendapat bahwa
“perbuatan tertentu” dalam unsur pasal ini tidak merujuk kepada kata yang diucapkan
tersebut masuk dalam kata kerja atau kata benda tetapi lebih menekankan apakah
ucapan tersebut sudah dapat menunjukkan atau memberikan gambaran akan adanya
“perbuatan tertentu”. Jadi walaupun kata-kata tersebut adalah kata benda tetapi
mampu menunjukkan atau menggambarkan perbuatan tertentu maka sudah dapat
dikategorikan memenuhi unsur “perbuatan tertentu”.
b. Apakah tuduhan “perbuatan tertentu” dalam unsur ini harus palsu?
Tuduhan “perbuatan tertentu” kepada korban yang dirusak nama baik dan
kehormatannya tidak perlu perbuatan tersebut tuduhan palsu. Justru sesungguhnya
“perbuatan tertentu” dalam pasal 310 KUHPidana ini adalah peristiwa yang benar
terjadi. Jika “perbuatan tertentu” yang dituduhkan kepada korban adalah tuduhan
palsu maka ketentuan yang diterapkan adalah pasal 311 KUHPidana mengenai
Tindak Pidana Fitnah (Laster).
Sebagai contoh, Si A telah melakukan penipuan kepada si B, kemudian si B
atau Si C di depan publik menyampaikan bahwa Si A telah menipu si A. Walaupun
faktanya si A telah menipu si B, maka si A atau Si C telah memenuhi unsur
“menuduh melakukan perbuatan tertentu”.
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c. Apakah tuduhan “perbuatan tertentu” dalam unsur ini harus melanggar hukum?
Adami Chazawi berpendapat 37Hal yang juga penting mengenai perbuatan
yang dituduhkan, haruslah berupa perbuatan yang menurut penilaian masyarakat
sebagai perbuatan yang jahat, tercela, dan memalukan pembuatnya yang dituduhkan.
Pada umumnya pada kata kumpul kebo , kencan dengan pelacur, korupsi, makan duit
rakyat, berselingkuh dan lain sebagainya telah mengandung sifat tercela dan
memakukan. Sudah cukup membuat orang menjadi tersinggung dan malu. Perbuatan
semacam ini tidak harus berupa perbuatan pidana (tindak pidana) tetapi semua
perbuatan yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu , menyinggung harga
diri orang yang dituduh.
Agar perbuatan menghina dapat dihukum, maka penghinaan itu harus
dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu
dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang
dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri,
menggelapkan, berzinah dsb. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu
perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh, bahwa seseorang pada suatu waktu
tertentu telah masuk melacur dirumah persundalan. Ini bukan perbuatan yang boleh
dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.
Tuduhan diatas harus dilakukan dengan lisan,apabila dilakukan dengan tulisan (surat)
atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” dan dikenakan
pasal 310 (2).38
Wirjono Projodikoro39 berpendapat bahwa Perbuatan tertentu yang
dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan dengan sangat tegas dengan
37 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 94
38 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 226
39 Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 95
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menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak
boleh terlalu kabur.
Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau
nama baik si korban, misalnya ia dituduh melakukan pencurian atau penipuan
tertentu. Jadi tuduhan ini harus bersifat kurang baik dalam penilaian umum. Sifat
kurang baik ini sangat relatif dan sering ada peranan dari cara mengucapkan tuduhan.
Tidak mendjadi soal apakah benar atau tidak si korban melakukan pencurian
atau penipuan itu. Kalau ini dipersoalkan maka pemeriksaan perkara beralih kepada
tindak pidana memfitnah (laster) dari pasal 311.
c. dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu
Rumusan dalam unsur pasal ini yang perlu digaris bawahi adalah Maksud
nyata akan tersiar. Frasa “Maksud nyata” harus ada kesengajaan dengan maksud agar
tuduhan tersebut tersiar. Kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum,
sudah cukup bila dapat dibuktikan, bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan
tuduhan itu.Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnahan yang
ditujukan kepada pembesar yang berwajib, maka dikenakan pasal 317.40
Pasal 310 KUHP menurut yurisprudensi ialah penghinaan terhadap orang
mana saja, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan dan lain-
lain.Pasal 310 KUHP ini adalah lex spesialis dari pasal 315 KUHP. Syarat pertama
dari pasal ini yaitu adanya niat dari si terdakwa untuk menghina seseorang haruslah
nyata. Jika terdakwa sengaja menghina orang dengan mengatakan “suatu peristiwa”
sekalipun peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum, dengan tujuan
untuk menyiarkannya baik dengan tulisan ataupun gambar, maka si terdakwa dapat
40R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 225-226
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dikenakan hukuman. Kecuali jika ia melakukan tindakan menuduh itu untuk
membela kepentingan umum atau mengadakan pembelaan terhadap dirinya.
Dikatakan untuk kepentingan umum apabila perbuatan itu perlu dilakukan oleh
terdakwa.Misalnya pada waktu pemilihan umum, supaya masyarakat lebih berhati-
hati dalam memilih wakilnya. Dan yang dinamakan pembelaan diri yang perlu,
apabila si terdakwa sendiri dituduh  melakukan suatu perbuatan curang, padahal
tuduhan itu sama sekali tidak benar, sehingga si terdakwa sendiri terpaksa
menunjukkan orang yang sebenarnya bersalah.41
Wirjono Projodikoro berpendapat42 Untuk ini tidak diperlukan tuduhan itu
diutjapkan di muka umum, bahkan dapat dikatakan muka seseorang sadja tetapi
nampak dimaksudkan agar seseorang itu meneruskan tuduhan itu kepada orang lain.
Laden Marpaung berpendapat43Unsur ini dalam penerapannya memerlukan
kecermatan karena harus dapat dibuktikan “Maksud nyata untuk menyiarkan”
misalnya :
- diberitakan kepada satu orang di hadapan umum dengan suara yang dapat
didengar oleh orang lain
- X dan Y bertengkar , dimana Y dengan suara lantang yang dapat didengar
oleh banyak orang menuduh x telah melakukan pencurian di rumah B pada
hari senin yang lalu.
2. Tindak Pidana Menista dengan Tulisan (Smaad Schrift)
Mengenai Tindak Pidana penghinaan secara tertulis dirumuskan dalam KUHP
yaitu pasal 310 ayat 2 yang secara lengkap dinyatakan sebagai berikut : 44
41Dali Mutiara, Tafsir KUHP, h. 139-140
42Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 95
43 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, h. 12
44 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 225
46
(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang ditempelkan,
maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan
hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
Berdasarkan penegasan pasal tersebut di atas maka dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana penghinaan secara tertulis yaitu :
a. dilakukan dengan tulisan atau gambar yang ditempelkan
Telah diuraikan sebelumnya bahwa pasal 310 ayat 1 adalah tindak pidana
penistaan yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pasal 310 ayat 2 adalah tindak
pidana penistaan secara tertulis. Hal ini ditegaskan sendiri oleh pasal 310 ayat 2
dalam frasa yang menyatakan “ karena menista dengan tulisan”. Disinilah letak
perbedaan dengan pasal 310 ayat 1 yang sama sekali tidak menyebutkan jika pasal
tersebut adalah pasal menista dengan lisan. Pendapat hukum yang menyatakan pasal
310 ayat 1 merupakan penistaan lisan disandarkan paa doktrin hukum pidana melalui
pendapat beberapa pakar hukum pidana.
Berdasarkan uraian pasal 310 ayat 2 di atas maka dapat disimpulkan
mengenai tindak pidana penistaan tertulis ini yaitu sebagai berikut :
a. Semua unsur dalam pasal 310 ayat 1 KUHPidana
b. Menyerang kehormatan dengan tulisan atau gambar
Sesungguhnya pasal 310 ayat 2 ini hanya menambahkan unsur “ tulisan atau
gambar yang ditempelkan”. Oleh karena itu penerapan pasal ini juga harus
membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat 1. Dengan demikian
maka unsur-unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik, menuduh melakukan
perbuatan tertentu, dan dengan maksud tersiar kepada publik tuduhan perbuatan
tertentu secara mutatis-mutandis juga berlaku sebagai unsur dalam pasal 310 ayat 2
KUHPidana.
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Tulisan (geschriften) adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan
maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat
dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (menyerang nama baik
orang) di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Gambar
atau gambaran atau lukisan (Afbeeldingen) adalah tiruan dari benda yang dibuat
dengan coretan tangan melalui alat tulis pensil , kuas dan cat dengan alat apapun di
atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat di gambari atau ditulisi. 45
Isi tulisan yang di kehendaki dalam ketentuan penistaan tulisan adalah kata-
kata atau kalimat yang menuduh sesorang melakukan perbuatan tertentu. Hal ini
merupakan konsekuensi logis dan pemberlakuan secara mutatis-mutandis dari unsur
yang ada dalam pasal 310 ayat 1 KUHPidana. “Menuduh melakukan Perbuatan
tertentu” harus di uraikan dengan jelas dalam susunan atau rangkaian tulisan tersebut.
Selain itu , dalam tulisan tersebut harus juga menunjukkan orang yang dituduh
melakukan perbuatan tertentu. Tulisan menggunakan bahasa yang di mengerti oleh
Publik atau masyarakat disekitar tulisan tersebut di tempel. Jika menggunakan bahasa
lokal/daerah dan dimengerti oleh masyarakat setempat maka dapat memenuhi unsur
penistaan tulisan. Bahkan jika “tuduhan perbuatan tertentu” ditulis dengan
menggunakan Bahasa asing tetapi maknanya diketahui oleh publik atau menurut
kondisi akan diketahui oleh masyarakat maka tulisan tersebut memenuhi syarat
sebagai penistaan secara tertulis.
Demikian pula sebagai Gambar harus bisa mendeskripsikan “menuduh
melakukan perbuatan tertentu” beserta dengan pihak/orang yang dituduh melakukan
perbuatan tertentu tersebut. Jika gambar tidak menunjukkan siapa yang dituduh
45 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 102
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melakukan perbuatan tertentu tersebut maka tidak dapat diterapkan dalam pasal 310
ayat 2 KUHPidana.
b. Yang disiarkan, dipertunjukkan didepan umum, yang ditempelkan
Disiarkan bermakna tulisan atau gambar disebarluaskan dengan cara
menggandakan atau memperbanyak tulisan tersebut. Misalnya dengan cara
menyebarkan pamflet yang berisi penistaan kebeberapa tempat yang dimungkinkan
dibaca atau diketahui oleh orang. Disiarkan juga bermakna tulisan atau gambar
tersebut tidak digandakan tetapi tulisan atau gambar tesebut dibawa keliling ke satu
tempat ke tempat-tempat tertentu baik tempat publik maupun tempat yang bukan
menjadi fasilitas publik.
Dipertunjukkan didepan umum dapat dideskripsikan tulisan atau gambar
tersebut dipertunjukkan kepada publik khalayak ramai. Gambar atau Tulisan tersebut
oleh pelaku ditunjukkan pada saat berkumpulnya orang sehingga memungkinkan
dilihat oleh publik/orang banyak. Bentuk perbuatan “dipertunjukkan” adalah
membagi tulisan atau gambar tersebut, memperlihatkan gambar atau tulisan dengan
menempatkannya dalam posisi tertentu yang memungkinkan untuk dilihat, Jadi
dipertunjukkan didepan umum barometernya (tolak ukur) adalah adanya orang yang
berkumpul walaupun tempat berkumpul tersebut bukanlah tempat umum atau
fasilitas umum yang banyak di datangi oleh publik.
Adami Chazawi membedakan antara tempat umum dengan di muka umum
atau terbuka (openlijk). Tempat umum adalah suatu tempat yang biasanya berkumpul
/terdapat banyak orang atau tempat yang didatangi oleh orang banyak. Tetapi di
muka umum atau secara terbuka, tidak menunjuk pada tempatnya tetapi menunjuk
pada banyaknya orang. Orang banyak ini keberadaannya biasanya memang ditempat
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umum. Jadi openlijk ditekankan bahwa pada saat perbuatan dilakukan di hadapan
banyak orang.46
Selanjutnya gambar atau tulisan tersebut ditempelkan. Pasal 310 ayat 2 tidak
menyebutkan secara jelas dalam frasa pasalnya mengenai tempat gambar atau tulisan
tersebut ditempelkan. Namun konsekuensi logis pemberlakuan pasal 310 ayat (1)
KUHP secara mutatis mutandis maka gambar atau tulisan tersebut ditempel dengan
maksud agar diketahui oleh publik. Oleh karena itu gambar atau tulisan yang
mengandung penistaan tersebut ditempel di tempat umum agar dapat lebih mudah
dibuktikan “maksud diketahui oleh umum”. Tidak menjadi ukuran pada saat gambar
atau tulisan tersebut ditempel tidak ada orang yang berada di tempat tersebut. Namun
menempelkan gambar atau tulisan penistaan di tempat umum sudah cukup
membuktikan adanya “maksud diketahui oleh umum”. Lagi pula jika ditempel di
tempat umum lambat laun akan diketahui oleh masyarakat yang akan datang di
tempat publik tersebut.
3. Tindak Pidana Fitnah (Laster)
Mengenai tindak pidana penghinaan maka rumusan normatifnya dapat dibaca
dalam Pasal 311 KUHP yang pada pokoknya menyatakan : 47
(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan,
dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak
dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang
diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35
No. 1-3 (KUHP 312 s, 316, 319, 488).
Pasal 311 KUHP dinamakan dengan tindak pidana fitnah (lasterlijk) karena
dalam pasal ini sendiri yang menyebutnya sebagaimana dalam frasa “dihukum karena
46 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 104
47 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 227
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memfitnah”. Jika mencermati uraian pasal dibatas maka tidak terdeskripsikan secara
jelas mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana fitnah ini. Pasal ini
hanya menjelaskan jika terdakwa oleh hakim diizinkan untuk membuktikan
tuduhannya maka seketika pula pada saat itu maka pemeriksaan persidangan juga
mengadili tindak pidana fitnah. Dengan demikian sesungguhnya tindak pidana fitnah
berawal dari tindak pidana menista sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 KUHP
baik secara tertulis maupun secara lisan.
Frasa “dalam hal dizinkan untuk membuktikan tuduhannya” bermakna yang
bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada majelis hakim untuk
membuktikan tuduhannya. Dalam pasal 312 KUHpidana ada 3 syarat atau keadaan
seseorang dapat bermohon kepada majelis hakim sekaligus menjadi syarat bagi
hakim untuk memberikan izin kepada terdakwa untuk membuktikan tuduhannya
yaitu :
a. Terdakwa melakukan perbuatan untuk kepentingan umum
b. Untuk mempertahankan dirinya sendiri
c. Pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan
pekerjaannya.
R.Soesilo menyatakan48 Untuk membela kepentingan umum misalnya
menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian yang nyata merugikan
atau membahayakan pada umum dari pihak yang berwajib. Terpaksa untuk membela
diri misalnya orang yang telah disangka telah melakukan perbuatan (sebenarnya tidak
benar) lalu menunjukkan orang yang sebenarnya salah dalam hal ini.
48 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 227
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Namun terdapat pengeculian dalam hal syarat diizinkannya terdakwa oleh
hakim untuk membuktikan tuduhan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal
313 KUHP yang menyatakan :
Tentang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 312 tidak diizinkan ,
jika perbuatan yang dituduh itu hanya dapat dituntut atas pengaduan dan
pengaduan tidak dilakukan.
R.Soesilo memberikan penjelasan mengenai pasal tersebut 49Misalnya apabila
orang telah menyiarkan menuduh seseorang telah berbuat zinah (pasal 284
KUHPidana) kemudian mengatakan bahwa ia telah menyiarkan tuduhan itu karena
membela kepentingan umum atau membela diri, maka dalam hal ini tidak boleh
diadakan pemeriksaan tentang betul atau tidaknya perzinahan itu apabila dalam hal
peristiwa perzinahan itu tidak ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang
menderita.
Wirjono Projodikoro berpendapat50 Ketentuan hakim untuk meneliti
kebenaran tuduhan si pelaku terhadap si korban, duuga dapat diadakan, apabila si
korban adalah seorang pegawai negeri dan ia dituduh melakukan suatu perbuatan
tercela dalam menjalankan djabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim ialah bahwa
pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dari pasal 311 KUHP.
Dalam hal ini si pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya dan jika dia gagal,
dianggap tuduhan itu dilakukan dengan diketahui kebohongan dari tuduhan itu, maka
ia dapat dihukum karena memfitnah dengan hukuman lebih berat. Melihat norma
pasal 311 KUHP,  sesungguhnya ketentuan ini lebih mengatur mengenai hukum
acara pidana.
49 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 227
50 Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 96
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Adami Chazawi berpendapat51 bahwa :Jika terdakwa telah
mengemukakan alasannya baik salah satu ataupun beberapa dari tiga alasan
tersebut, maka majelis hakim tidak diperkenankan melarang terdakwa atau
penasehat hukumnya untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan
terdakwa itu benar, dengan alasan hakim tidak meminta untuk
membuktikannya.
Dalam hal terdakwa membuktikan kebenaran isi tuduhan maka hakim bisa
mengambil slaah satu sikap diantara dua. Pertama ialah dia berlaku pasif dalam hal
terdakwa mengemukakan alasan yang menurut pertimbangan hakim merupakan
alasan di luar pasal 312. Diserahkan sepenuhnya apakah terdakwa atau penasehat
hukum akan membuktikan ataukah tidak tentang kebenaran tuduhannya, hakim tidak
berhak melarangnya. Kedua, apabila terdakwa mengemukakan salah datu atau
beberapa alasan yang menurut pendapat hakim, benar merupakan alasan dalam pasal
312 maka hakim wajib secara tegas meminta terdakwa untuk membuktikannya.
Yang dimaksud dengan kepentingan umum (algemen belang)52 adalah
kepentingan hukum bagi orang banyak/publik atau bermanfaat untuk orang banyak.
Kepentingan umum adalah semua keadaan yang berkaitan dengan umum yang dapat
membawa pengaruh terhadap kepentingan umum. Isi tulisan dapat membawa
kebaikan bagi kepentingan hukum negara dan masyarakat. Misalnya si pembuat
menuduh seorang pegawai kantor pertanahan yang isinya bahwa dalam menjalankan
pekerjaannya selalu minta uang pelicin kepada orang-orang atau publik yang
dilayaninya. Dalam hal alasan untuk kepentingam umum , diperlukan syarat bahwa
isi tuduhan tersebut harus benar adanya.
Membela diri adalah membela untuk kepentingan hukum pribadi si pembuat
sendiri dalam segala macam kepentingan hukum. Termasuk kepentingan hukum
mengenai harga diri dan nama baik si pembuat. Istilah terpaksa dalam unsur terpaksa
51 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 115
52 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 117-118
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membela diri dapat terjadi dalam hal jika terdakwa dalam keadaan terpaksa yang jika
tidak dilakukan tuduhan itu dapat menyengsarakan dirinya sendiri. Contoh Ketika
pendapat umum di lingkungan sosial A menyudutkannya sebagai menghamili anak
gadis tetangganya maka dia terpaksa menyebut nama B si pembuat sebenarnya pada
umum. Menyebut nama B adalah dilakukannya dalam rangka membersihkan
pendapat umum yang keliru tentang dirinya. Syarat adanya membela diri adalah
terlebih dahulu harus adanya serangan yang bersifat melawan hukum terhadap diri
orang itu. Serangan disini bukanlah serangan bersifat fisik melainkan bersifat psikis
saja sebagaimana dicontohkan tersebut di atas. Syarat lainnya ialah isi apa yang
dituduhkan pembuat haruslah mengamdung kebenaran.
4. Tindak Pidana Penghinaan (Ringan)
Mengenai tindak pidana penghinaan ringan maka rumusan normatifnya dapat
dibaca dalam Pasal 315 KUHP yang pada pokoknya menyatakan:
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista
dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan
lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan
atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau
diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman
penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500
R.Soesilo memberikan penjelasan mengenai pasal tersebut53
Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”
terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan
lain, misalnya dengan mengatakan anjing, sundel, asu , Bajingan dsb naka
masuk dalam 315 dan dinamakan penghinaan ringan (eenvoudige beledeging)
. Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis
53 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h.228
54
harus dilakukan di tempat umum (yang di hina tidak perlu berada di tempat
tersebut)
Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum maka supaya dapat
dihukum maka harus memenuhi keadaan sebagai berikut :
a) Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada
disitu melihat dan mendengar sendiri
b) Bila dengan surat (tulisan) maka surat itu harus dialamatkan
(disampaikan) kepada yang dihina.
Sebagai contoh keadaan tersebut di atas Misalnya A ditempat umum
mengatakan B adalah anjing meskipun B pada waktu itu tidak ada disitu dan
tidak mendengar sendiri maka si A dapat dihukum. Umpamanya : A tidak di
tempat umum mengatakan pada C, tahukah B adalah anjing. Andaikata C lalu
memberitahukan hal pada si B dan B lalu mengadu, maka A tidak dapat
dihukum karena B tidak ada disitu dan tidak mendengar sendiri.
Contoh lain, A kirim surat pada C dalam mana dikatakan bahwa B adalah
anjing C kemudian mengatakan kepada B lalu mengadu, tetapi A tidak bisa
dihukum karena surat itu oleh si A tidak dialamatkan kepada si B. Andaikata
surat ini berupa kartupos (tiap orang dapat membaca) maka A dapat dihukum,
karena meskipun kartu pos itu tidak dialamatkan kepada B akan tetapi
sifatnya umum dapat membacanya.
Kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya dapat menghina itu tergantung
kepada tempat. Waktu dan keadaan ialah menurut pendapat umum ditempat itu.
Bahwa kata-kata makian : anjing, sundel, maling (dan sebagainya) itu sifatnya
menghina sudah terang akan tetapi apakah perkataan “pukrul bambu” yang diucapkan
terhadap seorang ahli hukum itu sifatnya menghina atau tidak itu tidak begitu saja
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dapat dimengerti. Kata “maling” diucapkan terhadap seorang pencuri atau kata
sundel terhadap seorang pelacur meskipun menyatakan kebenaran dapat
menimbulkan penghinaan juga.
Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan misalnya meludahi di
mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala
orang Indonesia. Demikian pula sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan yang
sebenarnya merupakan penganiayaan tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras dapat
menimbulkan pula penghinaan.
Jika mencermati rumusan pasal 315 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa
penistaan ringan ini dapat dilakukan dengan cara :
a. Dengan Lisan Di muka umum
b. Dengan Tulisan di depan umum
c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri
d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan
5. Tindak Pidana Pengaduan Palsu
Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah
dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana Pasal 317 yang selengkapnya adalah
sebagai berikut:54
(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan
surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri
tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi
tersinggung, maka dihukum karena mengadu dan memfitnah dnegan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35
No. 1-3 (KUHP 319, 488).
54 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, h. 229
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Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHPidana itu sendiri telah disebutkan nama
dari delik (tindak pidana) ini, yaitu Pengaduan fitnah (bahasa Belanda.: lasterlijke
aanklacht).  Tindak pidana ini berupa perbuatan dengan sengaja mengajukan
pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun
untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya
terserang. Rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP memperlihatkan adanya kaitan yang
erat antara delik pengaduan fitnah dengan delik pencemaran (bahasa Belanda: smaad)
dan pencemaran tertulis (bahasa Belanda.: smaadschrift).
Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran dan pencemaran
tertulis, yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap
delik pencemaran atau pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Pasal
317 ayat (1) KUHP mengandung unsur pemberatan sehingga ancaman pidana
maksimumnya juga lebih tinggi, yaitu jika pencemaran hanya diancaman maksimum
penjara 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- dan pencemaran tertulis
dengan maksimum penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-,
maka pengaduan fitnah diancam maksimum 4 tahun penjara.
Dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP diancamkan pidana terhadap perbuatan dengan
sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik
secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau
nama baiknya terserang. Delik ini dinamakan delik pengaduan fitnah, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
Di lain pihak, dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana) ditentukan bahwa:55
55 R.Soesilo, KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan  Komentar, (Bogor : Politeia, 1997), h.
98
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“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan
laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan
maupun tertulis.”
Pasal 108 ayat (1) KUHAP ini memberikan kepada saksi dan korban suatu
hak, yaitu hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau
penyidik, baik lisan maupun tertulis, dalam hal ia mengalami, melihat, menyaksikan
dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.  Ini merupakan
suatu hak yang secara tersurat/eksplisit ditegaskan dalam pasal undang-undang, yakni
Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Konsekuensi dari pemberian suatu hak adalah bahwa
orang yang bersangkutan, yang diberikan hak tersebut, pada dasarnya tidak dapat
dituntut pidana jika ia menggunakan haknya itu.  Ia memang berhak untuk
melakukan perbuatan mengajukan laporan atau pengaduan. Setiap orang yang
memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan itu hanya dapat
dipersalahkan jika ia menyalahgunakan haknya.
Dalam kenyataan, sebagaimana dikemukakan beberapa berita dalam media
massa, dapat terjadi bahwa seseorang yang melaporkan adanya tindak pidana,
kemudian berbalik dituduh melakukan perbuatan mencemarkan nama baik.  Dalam
hal seperti ini, dapat terjadi bahwa Polisi dengan mudah menempatkan
pelapor/pengadu itu sebagai tersangka pencemaran, sedangkan orang yang
dilaporkan/diadukan sebagai melakukan tindak pidana, tidak diprioritaskan untuk
diperiksa oleh pihak kepolisian. Kenyataan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi.
Melaporkan/mengadukan adanya tindak pidana merupakan hak setiap orang yang
ditegaskan dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Hak
setiap orang untuk melaporkan atau mengadukan adanya tindak pidana seharusnya
ditempatkan lebih tinggi daripada tuntutan balik berupa pencemaran nama baik.
Pengecualiannya hanyalah apabila pelapor/pengadu membuat laporan/pengaduan
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dengan sama sekali tidak ada bukti apapun dan jelas-jelas hanya ditujukan untuk
menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang tanpa suatu bukti apapun.
Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-
kesimpulan di atas56, yaitu:
1. Pasal 317 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana  pengaduan fitnah
perlu diberikan penjelasan bahwa tindak pidana ini merupakan pengecualian
terhadap hak setiap orang untuk melapor/mengadu tentang terjadinya suatu
tindak pidana.
2. Hak melaporkan/mengadukan adanya tindak pidana seharusnya
ditempatkan dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada tuntutan balik
berupa pencemaran nama baik.
6. Tindak Pidana Pengaduan/Laporan Palsu
Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan/Laporan palsu
dirumuskan dalam Pasal 318 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan
menyebabkan orag lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu
perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum dengn tuduhan memfitnah
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35
No. 1-3 (KUHP 319, 488).
Jadi unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah Unsur Objektif: Sesuatu
perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa
dia melakukan sesuatu perbuatan pidana. Unsur Subjektif: Dengan sengaja,
Perbuatan yang dilarang adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan dengan
56 Andrew A. R. Dully, delik pengaduan fitnah pasal 317 ayat (1) kuh pidana dari sudut
pandang pasal 108 ayat (1) kuhap tentang hak melapor/mengadu jurnal hukum lex crimen vol. V/no.
1/jan/2016
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maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang
dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan ini,
terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan seseuatu tindak pidana yang
telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari
tindak pidana itu.
7. Tindak Pidana Penghinaan orang yang meninggal
Kejahatan Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2
(dua) macam yaitu:
1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah
berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1).
Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau
pencemaran tertulis.
2) Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan tuliskan atau gambar dimuka umum yang
isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1).
Kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal masih tetap
penting untuk dilindungi dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh orang lain adalah karena semata-mata bertujuan untuk melindungi
kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang
yang telah meninggal tersebut. Bukti bahwa perlindungan kehormatan dan nama baik
seseorang dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik bertujuan untuk
melindungi kepentingan ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal yang
kehormatan dan nama baiknya dihina terdapat dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3)
serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukan bahwa tindak pidana
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penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan
atau klacthdelict.
Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta 321 ayat (3) KUHP merupakan aturan
yang menyebutkan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak
pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Berdasarkan pasal 320
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3)KUHP, maka dapat diketahui bahwa
yang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah
meninggal adalah seorang keluarga sedarah atau yang memiliki hubungan darah
karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai
derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.
b) Penghinaan Di Luar BAB XVI KUHP
Pada pokoknya dalam KUHP terdapat tindak pidana yang bestandel delicnya
merupakan menyerang kehormatan dan atau nama baik namun tindak pidana tersebut
ditempatkan di luar BAB XVI KUHP. Tindak pidana tersebut tersebar dan
ditempatkan dalam beberapa Bab dalam KUHP. Beberapa penulis hukum
membedakan antara tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP
dengan Tindak Pidana Penghinaan di luar Bab XVI KUHP. Adapun Bentuk- bentuk
penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut dengan penghinaan umum, yang
mengandung sifat yang lain dari penghinaan yang diatur di luarnya yang dapat
disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan umum, karena
terdapat dua alasan:57
57 Jumardi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan, (UNHAS, 2016) hal. 25-28
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a. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI
Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk kejahatan yang
dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.
b. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di
dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau
bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang
yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara
jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama
baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan
tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan
pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli
warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan
penghinaan ini sanga menonjol.
Sedangkan tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang
terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam
bab yang berbeda beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai
dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana.
Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI
inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk
penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya
yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama
diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat
pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau“perasaan harga diri” atau
“martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.
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Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada
objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang
dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154
KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada
penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a
dan Pasal 154a KUHP).
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:
1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan
137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember
2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP) .
3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP).
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a
KUHP).
5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal142a).
6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya No.6/PUUV/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma
kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157
KUHP).
8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207,dan 208 KUHP).
9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
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b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177
butir 1 KUHP).
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2
KUHP).
2. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam UU 11 tahun 2008 yang telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016
rumusan pasal tentang penghinaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dam/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu
miliar rupiah).58
Apabila hendak dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini.59
a. Unsur subjektif:
1. Kesalahan: dengan sengaja;
b. Unsur-unsur objektif :




- Membuat dapat diaksesnya;
4. Objek :
- Informasi elektronik; dan/atau
58 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik
(Malang: Media Nusa Creative, November 2015), h. 69
59 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, h.70
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- Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur pada ayat (1) maupun ayat (2),
kecuali unsur mengenai keadaan yang menyertai objek tindak pidana. Maka yang
akan dibicarakan lebih jauh adalah unsur “yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur sifat melawan hukum, akan dibicarakan
dalam hubungannya dengan alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan
pada pencemaran dalam pasal 310 ayat (3) KUHP.
Telah dikemukakan tentang alasan mengapa unsur melawan hukum
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Bahwa sifat melawan hukum adalah
unsur mutlak tindak pidana. Dicantumkan ataupun tidak unsur tersebut selalu
terdapat dalam tindak pidana. Menurut MvT hanya dicantumkan apabila ada
kekhawatiran bahwa ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang
dilarang Undang-Undang namun orang itu yang berhak  melakukannya. Bila tidak
dicantumkan, maka orang yang seperti itu dapat dipidana pula. Pembentuk Undang-
Undang tidak menghendaki untuk memidana orang yang berhak melakukan
perbuatan seperti yang dilarang Undang-Undang tersebut.60
Apabila menggunakan alasan yang dikemukakan dalam MvT tersebut, maka
dapat disimpulkan, bahwa ada orang yang berhak mentransmisikan Informasi
Elektronik yang tidak bersifat melawan hukum. Untuk hal itu dapat merujuk pada
pasal 310 ayat (3) KUHP. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi
kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah
yang menyebabkan si pembuat berhak melakukannya.
60 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, h.71
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Bahwa untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, agar tidak dipidana
pada pencemaran, adalah :61
1. Perbuatan (yang terpaksa menghinakan orang) dilakukan bukan semata-mata
untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukumnya sendiri,
melainkan juga untuk kepentingan hukum orang banyak/masyarakat umum.
2. Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu.
Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan
syarat :
1. Harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang
bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan
hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan harus membela diri.
Perwujudannya ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang
lain.
2. Perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan dan/atau memulihkan hak
dan kepentingan hukumnya yang sudah dilanggar oleh perbuatan orang lain
tersebut.
3. Apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus membuktikan
syarat-syarat tersebut.
Apabila dipandang dari sudut pasal 310 ayat (3) KUHP, maka ada alasan
mengapa pembentuk Undang-Undang perlu mencantumkan unsur melawan hukum di
dalam tindak pidana pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun alasan seperti ini tidak
terdapat pada mencantumkan unsur melawan hukum dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan
(4).
61 Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, h.72
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Unsur “yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama
Baik”. Frasa “… penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang sebelumnya
dalam UU No 11 Tahun 2008 tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, Maka
dalam Perubahan UU No 11 Tahun 2008 melalui UU No 19 Tahun 2016 sudah
dicantumkan mengenai penjelasan yang dimaksud dengan frasa tersebut. Penjelasan
pasal 27 ayat 3 (3) Ketentuan pada ayat ini dalam UU No 19 Tahun 2016 pada
pokoknya menyatakan “mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau
fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
Penjelasan pasal 27 yat 3 UU No 19 tahun 2016 membuktikan bahwa tindak
pidana ITE pasal 27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (lex specialis) dari
penghinaan (beleediging) Bab XVI Buku II KUHP. Oleh karena itu parat penegak
hukum wajib menerapkan tindak pidana ITE tersebut dengan mempertimbangkan
ketentuan hukum penghinaan dalam KUHP.
Menurut Adam Chazawi 62Dari kajian akademik, kiranya mencantumkan
frasa “…penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan ayat (3)
tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti berikut ini.
Oleh karena mencantumkan secara tegas “penghinaan”, maka menimbulkan
tafsir, bahwa pasal 27 ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan yang
disebutkan dalam KUHP. Pendapat tersebut beralasan, karena menurut WvS
(wetboek van strafrecht) penghinaan (beleediging) ada 6 macam. Konsepsi
penghinaan ini tidak bisa diingkari, dengan mencantumkan frasa “…penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik” menjadi tidak rasional. Disini terdapat kelemahan.
Pertama, dari pencantuman frasa “pencemaran nama baik” dalam frasa “penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik”. Kedua, dengan mencantumkan frasa “…
62Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, h.75
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dan/atau…” memisahkan istilah penghinaan dengan pencemaran nama baik. Ketiga,
dengan menetapkan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara pada pasal 45 ayat (1)
UU ITE.
Konsepsi hukum penghinaan yang terdiri dari 6 (enam) macam tindak pidana
sudah tetap dan tidak bisa diingkari lagi. Salah satu bagian dari penghinaan
(beleediging) adalah pencemaran (smaad). UU ITE seolah-olah membedakan antara
pencemaran dengan penghinaan. Seolah-olah penghinaan adalah suatu/satu jenis
delik. Seolah-olah pencemaran nama baik berdiri sendiri, lepas dari penghinaan.63
Namun pendapat di atas diuraikan sebelum lahirnya UU No 19 tahun 2016
tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008. Sedangkan dalam UU No 19 Tahun 2016
telah memberikan penjelasan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik
mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun satu yang menyisakan
masalah dan menjadi kajian pembahasan dalam karya tulis adalah apakah
penghinaan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 27 ayat UU No 19 Tahun 2016 ini
adalah menyangkut semua tindak pidana penghinaan yang ada dalam KUHP ataukah
penghinaan yang hanya terdapat dalam Bab XVI KUHP.
Frasa “… dan/atau …” dari kata penghubung “dan” mengandung arti, bahwa
penghinaan (sebagi suatu/satu jenis tindaak pidana) bisa terjadi bersamaan
(kumulatif) dengan pencemaran nama baik. Padahal itu tidak mungkin, karena
penghinaan bukan jenis tindak pidana. Melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan
tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya
63Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, h.75
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hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa jenis dari penghinaan
tersebut.
Akibat dari pencantuman kualifikasi “penghinaan” dalam rumusan,
mengandung kesan bahwa semua jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II bisa
yerjadi secara bersamaan/serentak dalam satu kasus dengan pencemaran. Karena
penghinaan memang ada 6 (enam) macam. Padahal kejadian seperti itu tidak
mungkin. Berhubung jenis-jenis tersebut sangat beragam dengan unsurnya masing-
masing.
Juga tidak mungkin ditafsir bahwa dari kualifikasi penghinaan cukup terjadi
salah satu jenis tindak pidana penghinaan saja. Karena menjadi tidak rasional dan
sebab mencantumkan “pencemaran nama baik” yang disejajarkan dengan istilah
(kualifikasi) penghinaan dalam rumusan. Justru akan lebih rasional, andaikata hanya
disebutkan kata “penghinaan” saja tanpa frasa pencemaran nama baik. Karena lebih
mudah menerapkan salah satu atau beberapa dari 6 jenis penghinaan. Bargantung dari
keadaan dan sifat khusus dari masing-masing kasus.
Menurut penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 menyatakan :
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak
Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan
“mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang
dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain
mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau
publik.
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Sedangkan pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya dan pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan
hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer,
dan/atau media elektronik lainnya.
Demikian pula pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Kemudian pengertian Dokumen
Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau
Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan
Informasi Elektronik.
Tindak pidana penghinaan dalam dunia ITE sebagaimana yang dimaksud
dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan (Klacht delict). Padahal
sebelumnya dalam UU No 11 Tahun 2008 sama sekali tidak disebutkan dengan jelas
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apakah tindak pidana tersebut adalah delik biasa atau delik aduan. Namun melalui
perubahan UU No 11 Tahun 2008 dengan hadirnya UU No 19 Tahun 2016 maka
dalam pasal 45 ayat 3 dengan jelas disebutkan bahwa Tindak pidana dalam pasal 27
ayat 3 UU ITE adalah delik aduan.
3. Penghinaan Dalam Al-Qur’an dan Hadits
Konsep pencemaran nama baik, penghinaan khususnya fitnah juga diatur
dalam islam. Konsep fitnah, dalam banyak tafsirannya mengalami sudut pandang
yang berbeda, dan bahkan kerap dikaitkan dengan serangkaian musibah atau bencana
yang diukur di luar kemampuan dan logika manusia, atau yang tidak disukai oleh
manusia, yang dalam bahasa al-Qur’an serangkaian peristiwa ini disebut dengan kata
“finah”, “baliyyah” dan “musibah”. Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang
disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau
dalam bentuk kehormatan lainnya.  Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul
Mudjib. Ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar
kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.
Satu ayat yang dengan jelas menunjukkan bahayanya fitnah terhadap sesuatu
masyarakat adalah seperti;
                       
                   
                   
Terjemahnya:
“…dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka
tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan
kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam
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kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di
akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(Surah Al-Baqarah : 217)64
Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah dengan jelas menyatakan bahwa dosa
memfitnah adalah lebih buruk daripada membunuh. Jika membunuh, dosanya
menurut hukum hudud adalah dibalas bunuh.
Bukan itu saja, Al-Quran menyatakan bahwa siksaan terhadap orang yang
melakukan fitnah itu sangatlah berat. Sekiranya mereka ini terlepas daripada siksaan
dan pembalasan di dunia, namun mereka tidak akan terlepas daripada siksaan di
akhirat kelak.
Allah Ta’ala berfirman ;
                       
                       
               
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah
orang-orang yang zalim. QS. Al-Hujurat:11)”65
Dalam ayat ini Allah memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan
(اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ), yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hamba-
hamba-Nya. Setiap ayat Allah yang didahului dengan panggilan kepada hamba-
Nya( ﯾِﺬﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾاُﻮﻨَﻣآ َﻦ ) menunjukkan bahwa sesudahnya Allah Ta’ala akan
64 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, PT Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h.34
65 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516
72
menyampaikan sesuatu yang penting. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin
‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, “ Jika engkau mendengar Allah berfirman maka
dengarkanlah dengan baik-baik. Karena di situ terdapat kebaikan yang Allah
perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah” (Dinukil dari Nidaa-atu Ar
Rahman li Ahlil Iman)
Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, “Allah Ta’ala melarang dari
perbuatan sikhriyyah terhadap manusia, yaitu sikap merendahkan orang lain dan
menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam hadits Nabi tatkala beliau
bersabda, “Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain”,
maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah, dan ini adalah
perbuatan haram. Boleh jadi orang yang dihina lebih tinggi kedudukannya di sisi
Allah dan lebih Allah cintai. Oleh karena itu Allah berfirman, “Hai orang-orang yang
beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh
jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim).
Syaikh Abdurrahman As Sa’di rahimahullah mengatakan, “Dalam ayat ini
terdapat penjelasan tentang sebagian hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain.
Yaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain baik dengan kata-
kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama
muslim. Perbuatan ini terlarang dan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan
bahwa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri” (Taisiir Al
Kariimi Ar Rahman).
Larangan ini bersifat umum, mencakup celaan terhadap segala hal. Imam At
Thabari rahimahullah menjelaskan, “Allah menyebutkan secara umum larangan
untuk mencela orang lain, sehingga larangan ini mencakup seluruh bentuk celaan.
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Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya,
karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan yang lainnya”
Jelaslah dalam ayat ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain,
dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Perbuatan ini termasuk dosa besar,
wajib seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini.
Dan sifat ini merupakan di antara sifat orang munafik dan orang kafir.
Syaikh As Sa’di rahimahullah menjelaskan: “Padahal boleh jadi pihak yang
dicela itu justru lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realita yang
sering terjadi. Mencela hanyalah dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan
akhlak yang tercela dan hina serta kosong dari akhlak mulia. Oleh karena itu
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Cukuplah seseorang berbuat keburukan
jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim” (HR Muslim) “ (Tafsir Al Kariimi
Ar Rahman).
Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah, boleh jadi dia lebih
banyak amal kebaikannya, boleh jadi dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang
menjamin seseorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang
tadinya kaya bisa jadi mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi,
bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya, bisa jadi nanti
masyarakat merendahkannya. Sehingaa, tidaklah pantas seseorang merasa jumawa,
merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga mencela dan merendahkannya.
Dalam ayat ini, Allah menyebutkan secara khusus larangan bagai wanita
untuk saling mencela. Allah khusukan penyebutan larangan bagi wanita dalam ayat
ini. Padahal dalam ayat-ayat lain Allah mencukupkan dengan menyebutkan khitab
dalam Al Qur’an hanya laki-laki saja, dan otomatis hukum tersebut berlaku juga bagi
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wanita. Adapun dalam ayat ini Allah menyebutkan wanita secara khusus karena dua
alasan :
1. Hal ini menunjukkan penegasan larangan dan keharaman untuk berbuat
sikhriyyah, di mana Allah mengulang larangan ini sebanyak dua kali, “ Janganlah
sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela
itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya”.
2. Dikhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini, karena kebanyakan yang
melakukan perbuatan sikhriyyah adalah kaum wanita, sehingga disebutkan
larangan secara khusus bagi mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam
Syaukani dalam Fathul Qadir. (Al Manhiyaat fii Surati Al Hujuraat)
Dalam banyak ayat dan hadits terdapat pula larangan untuk saling menghina
yang senada dengan ayat di atas.
Allah Ta’ala berfirman,
             
                   
Terjemahnya:
“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang
mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang
yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya,
maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas
penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”(QS. At Taubah :
79).66
Dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
 َِﻢﻠْﺴُﻤْﻟا ُهﺎََﺧأ َِﺮﻘَْﺤﯾ َْنأ ﱢﺮﱠﺸﻟا َﻦِﻣ ٍئِﺮْﻣا ِﺐْﺴَِﺤﺑ
66 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.199
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Terjemahnya :
“Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya
sesama muslim.” (HR. Muslim).
Uraian di atas menunjukkan bahwa syariat islam sangat melarang bagi
muslim untuk melakukan delik penghinaan kepada orang lain bukan hanya kepada
sesama muslim. Mudah-mudahan Allah Ta’ala senantiasa menjaga lisan dan
perbuatan kita dari mencela dan merendahkan orang lain. Semoga bermanfaat dan




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Library research, yaitu
penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, putusan-putusan pengadilan,
Jurnal, dan juga dilakukan dengan metode wawancara, menggambarkan fakta kasus
yang terjadi dilapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan
tempat ini dengan mempertimbangkan oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh
penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu
penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan dengan melihat
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang
diteliti. Dalam hal ini penulis melihat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan
terkait dengan delik penghinaan diantaranya Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang no 11
tahhun 2008, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No 11 tahhun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Pasal 310
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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2. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul
dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauh mana implementasi
ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam
suatu masyarakat.
C. Sumber Data
1. Data primer1 melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki
korelasi dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melihat dan
mempertimbangkan peraturan-peraturan terkait dengan delik penghinaan diantaranya
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang no 11 tahhun 2008, Undang-Undang No. 19 tahun
2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahhun 2008 tentang Informasi
dan transaksi elektronik. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Data sekunder2 yaitu data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian
dilapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara inteview
yaitu berarti kegiatan terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara
kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai
delik penghinaan. Selain itu penulis juga memperoleh beberapa data dari berbagai
sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber
lainnya.
1 Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana ), hal. 35
2 Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana ), hal. 35
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D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung.3 Dalam hal ini hal ini penulis mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri
Makassar dan advokat yang pernah menangani kasus penghinaan di media sosial di
Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.4 Dalam hal ini hal ini penulis melakukan dokumentasi di Pengadilan
Negeri Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk melakukan
penelitian sebagai berikut:
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang
berupa daftar pertanyaan.
2. Buku Catatan dan Pulpen
Buku catatan dan pulpen adalah alat yang berfungsi untuk mencatat dan
menulis semua percakapan dengan sumber data.
3 Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana ), hal. 35
4 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, hal.73
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
1. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam
bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
2. Pengambilan Kesimpulan dengan preskriptif ialah mencari kesimpulan atas
data yang disajikan setelah disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan .
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/
membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik.
Selanjutnya diajukan secara deskriptif dan preskriptif yaitu dengan menjelaskan,
menguraikan dan mengambarkan permasalahan serta memberikan pendapat hukum
(legal opini) penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Tentang Penghinaan dalam UU ITE
1. Penerapan Hukum Tentang Penghinaan Sebelum Revisi UU No 11
Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Perkara Nomor
324/Pid.B/2014/PN.Sgm
Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam
kasus putusan, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu dakwaan penuntut
umum serta pokok-pokok pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor
324/Pid.B/2014/PN.Sgm,
Jaksa penuntut unum dalam perkara Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm,
mengajukan Surat Dakwaan dengan Model Dakwaan alternatif. Perbuatan
Terdakwa diduga telah melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 UU No.
11 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,
mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama
baik dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling
banyak 1.000.000.000. (Satu milyar Rupiah)
Atau Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat 1 KUHPidana yang pada pokoknya
menyatakan :
Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,
dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Adapun pokok-pokok uraian unsur-unsur pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun




- Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang yang atau
subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat
mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Lelaki Fadhli Rahim, yang dihadapkan dipersidangan ini dengan
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-sksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan
identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka Lelaki
Fadhli Rahim terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah, sebagai
manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat
unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
2. Unsur Dengan sengaja tanpa hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan atau
Membuat dapat diakses
- Pada pokoknya majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai unsur
ini dengan Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi Nining, Hasni, nasrun , Keterangan terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan
- Bahwa benar terdakwa tergabung dalam Grup Ika salis di media social
line.
- Bahwa benar terdakwa lah yang menulis dalam percakapan dalam grup ika
salis 99 di media social Line dengan kata-kata sebagai berikut :





e. Jai-jai investor andak jadi proyekka ada banyak investor yang tidak
jadi karena bupatinya tidak di beri bagian.
f. Saing dia mami
- Bahwa kata-kata tersebut di atas ditulis oleh terdakwa melalui Media
social Line yang terdapat dalam Hand Phone terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja
tanpa hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan atau membuat dapat
diakses  telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
3. Unsur Informasi Elektronik dan atau dokumen eletronik yang memiliki muatan
penghinaan dan atau pencemaran nama baik
- Pada pokoknya majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai unsur
ini dengan Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari
keterangan saksi-saksi Nining, Hasni, Nasrun , Keterangan terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan
- Bahwa benar print out yang terlampir berasal dari percakapan Grup Line
Ika Salis 99
- Bahwa percakapan yang berasal dari media social seperti line termasuk
Informasi dan atau dokumen eletronik




e. Jai-jai investor andak jadi proyekka ada banyak investor yang tidak
jadi karena bupatinya tidak di beri bagian.
f. Saing dia mami
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- Bahwa menurut keterangan ahli percakapan dalam Grup line yang
dituliskan oleh terdakwa bermakna negative atau dapat menyebabkan
pihak lain tersakiti
- Bahwa benar Bapak Bupati Gowa merasa marah dan tercemarkan nama
baiknya dengan adanya percakapan yang ditulis oleh terdakwa Fadhli
Rahim di Grup Line Ika salis 99
- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka  unsur ini
Informasi Elektronik dan atau dokumen eletronik Yang memiliki muatan
penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.
a. Analisa Hukum Legal Standing Pengadu
Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 27 ayat 3
UU ITE atau pasal 310 ayat 1 KUHP. Kedua pasal tersebut merupakan delik
aduan (klacht delict) sehingga pasal ini baru dapat diterapkan pada diri terdakwa
jika terdapat aduan dari orang yang merasa dirugikan. Pasal 27 ayat 3 dan pasal
310 ayat 1 menghendaki orang yang mengadu adalah diri pribadi orang yang
merasa nama baiknya diserang.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang pada
pokoknya menyatakan :
Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam
paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan
Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya
pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a
quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan
(klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka seharusnya
pengertian Unsur “memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”
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dalam pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 harus disandarkan pada pasal 310
dan atau pasal 311 KUHP.
Dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menegaskan
bahwa pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 adalah delik aduan. Pada delik
aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari
orang yang menderita atau dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik
aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di
dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat undang-undang dijadikan
delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang
dimaksud sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan
pengaduan tersebut.
Dalam perkara ini, yang harus mengadu adalah diri pribadi Ichsan Yasin
Limpo. Namun faktanya jika kita menelaah berkas terdakwa, laporan dilakukan
secara tertulis oleh Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa bukan sebagai diri
pribadi Ichsan Yasin Limpo. Bukti bahwa Ichsan Yasin Limpo melaporkan
terdakwa atas nama Bupati Gowa adalah surat laporan yang dikirimkan kepada
kepolisian berkop lambang garuda tertanda Kabupaten Gowa dan ditanda tangani
oleh Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa.
Sangat jelas jika melihat surat laporan tersebut maka kita dapat mengambil
kesimpulan yang melaporkan adalah Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa
bukan sebagai diri pribadi Ichsan Yasin Limpo. Indikasi lain adalah bahwa surat
tersebut diantar oleh pegawai negeri sipil bawahan Ichsan Yasin Limpo yang
bekerja dilingkup pemerintah daerah Gowa. Penggunaan alat-alat Negara tersebut
menunjukkan bahwa Ichsan Yasin Limpo melaporkan atas nama institusi atau
lembaga penguasa pemerintahan bukan atas nama diri pribadi Ichsan Yasin
Limpo.
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Pasal 27 ayat 3 harus mengacu kepada pasal 310 KUHP. Dalam pasal 310
KUHP obyek yang diserang penghinaan adalah diri pribadi sesorang, bukan
lembaga, institusi atau penguasa pemerintahan. Jika obyek penghinaannya adalah
penguasa pemerintahan atau institusi pemerintahan maka pasal yang dapat
diterapkan adalah pasal penghinaan terhadap penguasa / pemerintah. Terdakwa
didakwa dengan pasal 27 ayat 3 atau pasal 310 yang obyek penghinaannya adalah
diri pribadi seseorang bukan institusi atau lembaga penguasa pemerintahan.
Sehingga sudah seharusnya Ichsan Yasin limpo melapor ke kepolisian sebagai diri
pribadi bukan sebagai Bupati Gowa supaya memiliki legal standing secara hukum
sebagai pengadu berdasarkan pasal 27 ayat 3 atau 310 ayat 1 KUHP.
Legal standing Ichsan Yasin Limpo harus diperjelas apakah sebagai diri
pribadi atau sebagai Bupati Gowa. hal ini penting untuk menentukan konten
penghinaan itu ditujukan kepada diri pribadi atau Bupati Gowa. Legal standing
tersebut memiliki konsekuensi secara hukum sebab hal ini menentukan penerapan
pasal yang akan digunakan. apakah penghinaan kepada penguasa atau penghinaan
kepada diri pribadi seseorang.
Dalam perkara ini yang harus melaporkan terdakwa adalah diri pribadi
Ichsan Yasin Limpo bukan sebagai Bupati Gowa. Legal standing Ichsan Yasin
Limpo sebagai Bupati Gowa tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengadu dalam
delik aduan pasal 27 ayat 3 UU ITE atau pasal 310 ayat 1 KUHP. Berdasarkan
alasan bahwa legal standing Ichsan Yasin Limpo tidak sah secara hukum sebagai
pengadu maka sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak
dapat diterima.
b. Analisa Unsur Memuat Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.
Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik haruslah ditafsirkan
berdasarkan pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan
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(beleediging) khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tafsiran sistematis bahwa pasal 310
adalah genus dari pasal 27 ayat (3). Hal ini juga diperkuat dengan putusan
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa makna dari penghinaan dan atau
pencemaran nama baik mengikuti pasal 310 dalam KUHP. Maka dalam
menafsirkan unsur ini seharusnya  mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut Nomor 50/PUU-VI/2008
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang pada
pokoknya menyatakan :
Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam
paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak
dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311
KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht)
untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang
dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus
ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat
dituntut di depan Pengadilan;
Jika dicermati secara detail sesungguhnya unsur muatan penghinaan dan
atau pencemaran nama baik ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan
alasan sebagai berikut :
1) Tidak dapat dibuktikan siapa yang terhina dan atau apakah korban
merasa terhina atau tercemarkan nama baiknya karena Bupati Gowa
tidak hadir memberikan keterangan dipersidangan
Unsur perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang pada
pencemaran terletak pada dua hal, ialah: (1) Secara subjektif, terletak pada
“maksud terang supaya diketahui umum”. (2) Secara objektif terletak pada
“menuduhkan melakukan perbuatan tertentu” yang memalukan orang dan yang
diketahui umum.
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Dalam hubungan antara masing-masing unsur tindak pidana, maka unsur
“menuduhkan perbuatan tertentu (door telastlegging van een bepald feit”) adalah
merupakan cara dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan dan nama
baik orang dalam Pasal 310 KUHP. Isi perbuatan tertentu yang dituduhkan itulah
yang mengandung sifat memalukan orang yang dituduh. Pakar hukum pidana
Adam Chazawi1 jelas menyebutkan bahwa salah satu elemen yang mendasar
dalam pencemaran nama baik adalah tuduhan perbuatan yang memalukan orang.
Yang dimaksud Adam chazawi mengenai hal ini adalah saksi korban harus
merasa dirinya malu dengan tuduhan tersebut. Subyektifitas saksi korban terdapat
dalam penghinaan untuk menilai apakah kata-kata tersebut membuat dirinya malu
atau membuat dirinya merasa terhina. Pendapat ini tentunya mengharuskan
keterangan dari orang yang merasa menjadi saksi korban untuk menjelaskan
dipersidangan apakah dia merasa malu atau terhina agar keterangan tersebut
menjadi alat bukti.
Penerapan pasal 27 ayat 3 sendiri sudah banyak yang terjadi di Indonesia
diantaranya adalah :2
1. Putusan No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG.
2. Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MSH.
3. Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl
4. Kasus Benny Handoko
5. Kasus Ervina Yogyakarta
6. Kasus Arsyad di Makassar
Jika mengkaji putusan-putusan tentang pencemaran nama baik  khususnya
di UU ITE pasal 27 ayat 3 di atas  semua saksi korban hadir dalam persidangan.
Kehadiran saksi korban ini untuk membuktikan apakah benar-benar korban
1 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif penghinaan, h.95
2 Wahyudi Jafar, Membelenggu Ekspresi, Studi Kasus : Praktek Pemblokiran kontent
Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet, 2014.
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merasa terhina atau nama baiknya dicermarkan. Bahkan sebagian dalam kasus-
kasus tersebut saksi korban sudah datang memberikan keterangan bahwa dia
merasa terhina namun pengadilan tetap menganggap itu bukanlah penghinaan dan
dinyatakan bebas.
Namun dalam kasus terdakwa Fadhli Rahim ini, Saksi yang merasa
korban tidak datang memberikan keterangan apakah dirinya merasa terhina atau
tidak. Lantas bagaimana kita membuktikan jika percakapan yang dilakukan oleh
terdakwa adalah penghinaan? Jika membandingkan kasus kasus pasal 27 ayat 3
tadi di atas semua saksi korban hadir memberikan keterangan dan berdasarkan
keterangan itulah hakim kemudian mengambil kesimpulan apakah terdakwa telah
melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Alat bukti yang
menunjukkan bahwa korban yaitu Ichsan Yasin Limpo marah dan merasa
tercemarkan nama baiknya hanya dikutip dari Tetimonium De auditu saksi
Paharuddin Wela dan Saksi Hasni.
Maka menjadi sejarah buruk bagi pengadilan dalam kasus ini karena
majelis hakim menganggap ada penghinaan dan atau pencemaran nama baik
sementara orang yang dihina tidak pernah datang memberikan keterangan apakah
dia terhina atau tidak. Ini akan menjadi preseden buruk di masa yang akan datang
sebab pasal 27 ayat 3 UU No 11 tahun 2008 gampang untuk disalahgunakan
karena meskipun yang dihina tidak datang membuktikan apakah dia terhina atau
tidak, Majelis hakim tetap memutuskan telah terjadi penghinaan.
Dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa apakah
percakapan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat malu dan rendah bupati
sebab yang bersangkutan tidak datang memberikan keterangan di persidangan.
Jikalau ada alat bukti lain seperti saksi yang memberikan keterangan bahwa
Bupati merasa terhina maka itu hanya testimonium de auditu yang tidak memiliki
nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi adalah apa yang disampaikan dalam
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persidangan. Maka menjadi hal yang mengherankan dan sumir jika majelis hakim
berpendapat ada penghinaan sedangkan yang merasa korban penghinaan tidak
pernah memberikan keterangan apakah dia merasa terhina atau tidak.
Arti penting kehadiran saksi korban juga sempat disampaikan oleh Ahli
Bahasa Hasina Fajrin yang menyatakan kalimat atau percakapan apakah itu
penghinaan atau tidak tergantung subyektifitas dari orang yang dihina, apakah dia
merasa terhina atau tidak. Incasu saksi korban tidak datang memberikan
keterangan mengenai hal tersebut sehingga tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa percakapan dari terdakwa apakah merupakan penghinaan atau
tidak.
Maka tidak datangnya Bupati Gowa memberikan keterangan semakin
membuat perkaran ini sumir mengenai siapa pihak yang merasa terhina oleh
percakapan terdakwa Fadhli Rahim. Padahal syarat subyektif dalam pencemaran
nama baik adalah ada orang yang merasa terhina atau direndahkan martabatnya
dengan kata-kata.
Prinsip Fundamental dalam hukum pembuktian pidana berbunyi, Actori
incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur, artinya siapa yang
menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan terdakwa
harus dibebaskan, tegasnya jika penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat
membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa maka
terdakwa harus diputus bebas.
2) Tidak jelas konten mana yang membuat tersinggung atau terhina
karena Bupati tidak hadir memberikan keterangan .
Hukum pidana adalah Lex certa, hal ini berarti bahwa hukum pidana
menghendaki segala sesuatunya Jelas dan tidak kabur. Incasu maka tentu harus
dibuktikan dengan terang-benderang kata-kata mana yang dikategorikan dengan
penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
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Menurut M. Nursal3 Jika mencermati fakta persidangan maka hanya saksi
Paharuddin Warela dan Saksi Hasni yang pernah berkomunikasi langsung dengan
Bupati Gowa. Paharuddin Warelah sempat berkomunikasi dengan Bupati pada
saat tanggal 6 Mei 2014 dan 20 Mei 2014. Hanya saja dalam pertemuan tersebut
Bupati sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada saksi Paharuddin Warela
kata-kata mana yang diduga mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama
baik. Padahal ada banyak kata-kata yang disampaikan dalam percakapan grup
Line tersebut. Demikian pula dengan saksi Hasni yang bertemu dengan Bupati
Gowa, juga tidak memberikan penjelasan bahwa kata-kata mana yang diduga
memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bupati hanya melihat
percakapan dalam grup line yang begitu banyak ketika saksi Hasni
memperlihatkan handphonennya. Namun lagi-lagi saksi Hasni tidak disampaikan
oleh Bupati kata-kata mana yang diduga mengandung penghinaan. Pada saat
bertemu, Bupati langsung mengembalikan handphone milik saksi Hasni tetapi
bupati tidak menyampaikan sepata kata apapun mengenai kata-kata yang diduga
mengandung unsur penghinaan.
Jika melihat fakta persidangan maka dalam percakapan grup line Ika Salis
99 juga terdapat percakapan yang memotivasi dan memberi harapan. Kalimat-
kalimat tersebut diucapkan langsung oleh terdakwa Fadhli Rahim yaitu :
1) Semua Hendaknya untuk kesejahteraan rakyat gowa.
2) Gowa Harus Maju
Hal inilah yang dimaksudkan bahwa tidak terbukti kata-kata yang mana
diduga mengandung konten penghinaan sebab terdapat banyak percakapan dalam
grup ika salis 99. Sementara tidak ada keterangan dari Bupati kata-kata yang
3 Kuasa Hukum Fadhli Rahim, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017 Pukul 10.20
Wita
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mana mengandung kontent penghinaan sebab Bupati Gowa tidak hadir
memberikan keterangan.
Dengan demikian tidak terbukti dalam persidangan ini kata-kata yang
mana yang diduga menghina Bupati karena yang bersangkutan tidak pernah
menyampaikan hal itu kepada saksi-saksi. Selain itu Bupati juga tidak hadir
memberikan keterangan dipersidangan sehinggan jelas dan terbuktilah kalau kita
tidak tahu kata-kata yang mana yang diduga menghina dan membuat keberatan
Bupati Gowa.
3) Percakapan yang disebut adalah Jabatan Bupati bukan pribadi.
Di awal uraian ini telah disampaikan unsur penghinaan dan atau
pencemaran nama baik itu pengertian unsurnya diambil atau dikorelasikan dengan
pasal 310 KUHPidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-
VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam
paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan
Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya
pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a
quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan
(klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;
Salah satu element yang terdapat dalam pasal 310 KUHPidana adalah
"menyerang kehormatan seseorang". Kata seseorang ini tentu menunjukkan
seseorang dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi. Sebab KUHPidana sendiri
menyediakan pasal tersendiri jika obyek yang diserang kehormatannya adalah
penguasa umum seperti Bupati, Gubernur dll.  Sehingga untuk memenuhi unsur
ini harus dibuktikan dalam persidangan apakah yang "diserang" terdakwa dalam
kasus ini adalah diri pribadi.
Aparat penegak hukum pun kurang mempedulikan pembedaan ini.
Kadangkala yang diserang adalah jabatannya namun aparat penegak hukum tidak
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bisa membedakan jabatannya dan dirinya pribadi. Padahal ada implikasi hukum
yang bisa terjadi jika yang diserang adalah jabatannya atau dirinya pribadi. Hal
dapat kita pelajari dalam Putusan MA No. 1060 K/Pid/2008 (dalam kasus Ratna
binti Karim). Dalam perkara ini Terdakwa didakwa menghina Wawan Suwardi
yang merupakan Bupati Kaur dengan dakwaan alternatif melakukan penghinaan
terhadap penguasa (207 KUHP) atau penghinaan terhadap pegawai negeri yang
sedang menjalankan tugasnya (315 KUHP).
Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena faktanya yang
disebut oleh terdakwa adalah nama pribadinya maka tidak tepat jika
menggunakan pasal penghinaan terhadap penguasa umum. Mahkamah Agung
berpendapat jika lebih tepat menggunakan pasal 310 KUHPidana karena yang
diserang adalah kehormatan diri pribadi dan itu dapat dilihat dari penyebutan
nama "Wawan Suwardi".
Berbeda dengan perkara Incasu, terdakwa tidaklah pernah menyebut nama
pribadi Ichsan Yasin Limpo. Tetapi terdakwa dalam percakapannya hanya
menyebutkan kata “Bupati Gowa” dalam percakapan “ Jai-jai investor andak jadi
proyekka ada banyak investor yang tidak jadi karena bupatinya tidak di beri
bagian”.
Jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 1060 K/Pid/2008,
Maka penyebutan kata Bupati Gowa lebih mengarah penguasa umum bukan diri
pribadi Ichsan Yasin Limpo. Tidak pernah terungkap dalam persidangan bahwa
terdakwa pernah menyebutkan nama Ichsan Yasin Limpo, namun hanya
menyebut Bupati Gowa. Maka jika unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27
ayat 3 UU ITE, sudah jelas terdakwa terbukti tidak menyerang kehormatan
seseorang. Karena pasal 310 menghendaki diri pribadi bukan sebagai penguasa
umum dalam hal ini Bupati Gowa.
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Menurut Adami Chazawi4 jika penghinaan dalam UU ITE, spesifikasi
penghinaannya adalah penghinaan terhadap kekuasaan umum maka seharusnya
pasal 27 ayat 3 UU ITE di junto dengan pasal 207 KUHPidana. Jika hal itu tidak
dilakukan maka unsur penghinaan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE mengacu
kepada pasal 310 KUHPidana. Namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum
tidak menyertakan (junto) pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap
Kekuasaan umum.
Kesimpulannya bahwa karena terdakwa Fadhli Rahim tidak pernah
menyebut nama Ichsan Yasin Limpo maka terdakwa Fadhli Rahim tidaklah
terbukti menyerang kehormatan seseorang sebagaimana unsur penghinaan dalam
pasal 27 ayat 3 UU ITE.
4) Percakapan tersebut sifat melawan hukumnya hilang karena hal
tersebut tidaklah tersiar atau tidak disebarluaskan karena sifat grup
tersebut adalah tertutup yang tidak bisa diakses oleh siapapun.
Komunikasi Privat sifatnya mengandung kebebasan content apa yang
dibicarakan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
maka unsur memiliki “muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”
dalam pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 harus ditafsir berdasarkan pasal 310
KUHP. Salah satu unsur dalam pasal 310 KUHP adalah Mencantumkan perkataan
terang (kenlijk) dalam frasa “maksud terang agar diketahui umum”, harus
diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang
sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya menuduh melakukan
perbuatan tertentu. Jadi bukan sekedar kesadaran dengan menuduhkan perbuatan
teretentu bahwa orang lain akan menjadi malu. Maksud terang sebagai maksud
4 Adami Chazawi Dkk, Tindak Pidana ITE, h. 84
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yang sangat kuat dan merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang,
tidak ada maksud yang lain yang patut. Kalau ada maksud lain yang patut, akibat
terhinanya itu sebagai akibat yang tidak dapat dihindari demi untuk mencapai
tujuan lain yang patut tersebut, maka disini tidak ada maksud terang agar
diketahui umum dan ini bukan pencemaran. 5
Sifat melawan hukumnya perbuatan mentransmisikan informasi elektronik
harus dibuktikan seperti membuktikan sifat melawan hukum pencemaran dalam
Pasal 310 (1) KUHP, ialah dengan cara membuktikan, (1) terdapat maksudnya
terang agar diketahui umum; (2) isinya informasi secara objektif menurut nilai-
nilai masyarakat pada saat dan di tempat perbuatan dilakukan mengandung sifat
mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. (3) isi perbuatan yang
dituduhkan telah diketahui umum.
Dalam perkara ini No. 324/Pid.B/2014/PN.Sgm percakapan yang diduga
memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dilakukan dalam
Grup privat yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak atau publik. Letak
perbuatan yang sifatnya melawan hukum adalah “yang menyebarkan” dan atau
“yang menyiarkan”. Keterangan Ahli Bahasa Alwy juga menyebutkan percakapan
yang berada dalam Ranah Privat tidak bisa dihukum.
2. Penerapan Hukum Tentang Penghinaan dalam UU No. 11 Tahun 2008
Setelah Direvisi Melalui UU No. 19 Tahun 2016 Dalam Perkara Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks.
Sebelum penulis menguraikan implikasi, Delik Penghinaan UU No. 11
Tahun 2008 Setelah direvisi Melalui UU No. 19 Tahun 2016 penulis akan
menguraikan terlebih dahulu bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus ini
Perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Perlu diketahui terlebih dahulu
5 Adami Chazawi Dkk, Tindak Pidana ITE, h. 85
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bagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks, pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa
dan mengadili perkara ini.
Jaksa penunut unum dalam perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks,
mengajukan Surat Dakwaan dengan Model Dakwaan tunggal. Perbuatan
Terdakwa diduga telah melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 UU No.
11 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,
mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama
baik dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling
banyak 1.000.000.000. (Satu milyar Rupiah)
a) Analisa Hukum Penerapan Asas Transitoir
Dalam Perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks, Penuntut Umum
mengajukan dakwaan terhadap Yusniar dengan Tempus Delicti peristiwa Pidana
pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar Pukul 17.23 Wita. Terdakwa
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan
tunggal, yaitu : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Proses pelimpahan perkara ini ke pengadilan Negeri Makassar dilakukan
pada tanggal 25 Oktober 2016. Kemudian proses persidangan dilakukan pada
bulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 April Tahun 2017. Selama masa
proses persidangan pada tanggal 25 November tahun 2016 melalui lembar Negara
diterbitkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Dalam
Revisi UU ITE melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 terjadi perubahan
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dalam pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45 ayat 1 sebagaimana yang menjadi dasar
hukum dakwaan penuntut umum kepada terdakwa Yusniar.
Adanya perubahan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU No 11
Tahun 2008 Tentang ITE membawa akibat hukum. Majelis hakim yang
memeriksa Perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks menyadari implikasi
hukum berkaitan dengan perubahan UU ITE ini, hal ini dapat dicermati dalam
pertimbangan hukum Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks halaman 33
sampai dengan halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut
umum tersebut, terlebih dahulu hakim mengetengahkan Undang-Undang
RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh
Pemerintah pada tanggal 25 November 2016.
Bahwa pada angka 4 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 perubahan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, disebutkan : ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan
penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal
Undang-Undang ini.
Bahwa selanjutnya pada angka 4 Pasal 27 Ayat (3) Penjelasan Atas
Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undanag-
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dijelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berkaitan dengan adanya perubahan undang-undang seperti yang terjadi
dalam kasus Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks maka Hukum pidana Indonesia
melalui Pasal 1 ayat 2 KUHP pada pokoknya menyatakan : “Jika sesudah
perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan
yang paling ringan bagi terdakwa”.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari asas legalitas yang menjadi
pondasi awal hukum pidana. Dalam beberapa literatur pasal 1 ayat 2 KUHP
disebut sebagai hukum transitoir adapula yang menyebutnya sebagai Asas
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Transitoir. Pada pokoknya pasal 1 ayat 2 KUHP adalah pilihan hukum yang
menguntungkan dan diterapkan bagi terdakwa dengan adanya perubahan undang-
undang. Namun perubahan undang-undang tersebut terjadi setelah perbuatan
pidana dilakukan dan perbuatan masih sedang diproses dalam penyidikan atau
proses persidangan. Penerapan asas transitoir dalam pasal 1 ayat 2 KUHP ini
dapat dilakukan sepanjang perkara terdakwa belum berkekuatan hukum tetap
(Incract Van Gewijsde).
Berdasarkan Asas Transitoir ketentuan tersebut diatas maka doktrin
hukum pidana menguraikan beberapa hal mengenai pengertian perubahan
perundang-undangan (Verandering In de wet giving). Ada tiga pandangan6 yaitu
ajaran Formil (Formele Leer), Ajaran Materil (Beperkete materiele leer) dan
ajaran materil tidak terbatas (onbeperkete materiele leer).
Ajaran formil dipelopori oleh Simons yang menyatakan bahwa perubahan
perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP ayat 2 hanya
jika terdapat perubahan redaksi dalam undang-undang pidana. Sedangkan ajaran
materil terbatas dianut oleh Van Geums yang menyatakan bahwa makna
perubahan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 adalah setiap perubahan
keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Ajaran materil terbatas
termasuk juga perubahan diluar undang-undang pidana tetapi perubahan tersebut
mempengaruhi undang-undang yang bersangkutan.7
Mengenai ajaran materil terbatas ini dapat dilihat dari peristiwa sebagai
berikut :
Pada Desember 1904 seorang mucikari mempekerjakan wanita yang
berumur 22 tahun sebagai pelacur. Mucikari tersebut kemudian diproses
oleh penegak hukum dengan tuduhan melakukan tindak pidana
sebagaimana Pasal 295 sub 2 KUHP. Larangan pidana dalam pasal
tersebut adalah mempekerjakan wanita yang belum dewasa sebagai
pelacur. Pada saat itu usia dewasa menurut KUHPerdata adalah 23 tahun.
Namun melalui KUHPerdata yang baru, umur dewasa diubah menjadi 21
Tahun. Hakim Akhirnya memutuskan terdakwa karena mengambil dasar
6 Eddy Os Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana , (Cahaya Atma Pustaka , 2014), h. 66-
67
7 Eddy Os Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana , h. 67
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umur dewasa berdasarkan UU yang baru sehingga tidak memenuhi unsur
tindak pidana yang didakwakan.8
Sedangkan ajaran materil tidak terbatas menyatakan bahwa setiap
perubahan baik dalam keyakinan hukum pembuat undang-undang maupun dalam
keadaan karena waktu dapat diterima sebagai perubahan undang-undang menurut
pasal 1 ayat 2 KUHP.
Jika dikaitkan dengan perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks maka
pertimbangan majelis hakim mengenai pengertian perubahan undang-undang
dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
Bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang tentang delik (perbuatan)
yang didakwakan kepada terdakwa, perubahan Undang-Undang itu terjadi
setelah perbuatan dilakukan terdakwa. Dalam hal terjadi perubahan
Undang-Undang, Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur sebagai berikut :
“Jikalau Undang-Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka
maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang meguntungkan dirinya”.
Artinya Undang-Undang yang baru itu dapat berlaku surut (mundur) dan
diterapkan kepada terdakwa apabila menguntungkan bagi terdakwa.
Dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, ancaman pidana penjara terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat
(3) menjadi paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam
Undang-Undang yang lama ancaman pidananya paling lama 6 (enam)
tahun dan/ayau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu miliar
rupiah).
Pertimbangan hukum majelis hakim Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
tersebut menunjukkan majelis hakim menerapkan ajaran formil yang
diperkenalkan oleh Simons. Majelis Hakim dalam perkara ini menganut paham
bahwa perubahan undang-undang adalah perubahan redaksi undang-undang dan
lebih khusus lagi perubahan redaksi pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh
penuntut umum. Pasal yang didakwakan kepada Yusniar mengalami perubahan
redaksi yaitu adanya penjelasan unsur-unsur pasal 27 ayat 3, selain itu pasal 45
ayat 1 mengenai sanksi pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE juga mengalami
8 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya
Lengkap pasal demi Pasal , (politiea Bogor , 1995) , h.29
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perubahan redaksi. Maka dapat disimpulkan melalui pertimbangan majelis hakim
tersebut dalam Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks pengertian mengenai
“perubahan undang-undang” diterapkan ajaran Formil.
Penulis sendiri berpendapat bahwa mengenai ajaran pengertian perubahan
Undang-undang  dalam pasal 1 ayat 2 KUHP pada saat ini lebih tepat digunakan
ajaran materil terbatas. Pendirian penulis tersebut dengan Argumentasi bahwa
aturan pidana tidak hanya terkait dengan pasal-pasal pidana yang menjadi
dakwaan tetapi kadangkala berkaitan dengan aturan hukum yang lain. Hukum
harus mengikuti perkembangan zaman dan hal ini dapat dilihat dari realitas atau
peraturan lain yang lebih dahulu berubah dibandingkan dengan ketentuan pidana
sendiri. Lagi pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung telah meninggalkan
ajaran Formil.9 Perubahan perundang-undangan tidak boleh semata-mata
dimaknai sebagai perubahan ketentuan pidana tetapi harus pula dimaknai sebagai
perubahan undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang
didakwawakan. Selain itu perubahan Undang-undang tidak boleh hanya dimaknai
Undang-undang dalam arti formil tetapi living law,  putusan Mahkamah
Konstitusi atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pidana.
Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang direvisi melalui
undang-undang No 19 Tahun 2016 terjadi pada saat proses persidangan perkara
Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks masih berlangsung. Namun menurut penulis
sepanjang perkara belum memperoleh kekuatan hukum tetap (incract Van
gewijsde) kemudian terjadi perubahan undang-undang maka majelis hakim yang
menangani perkara tersebut tetap dapat menerapkan pasal 1 ayat 2 KUHP.
Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 KUHP apa yang dimaksud dengan aturan
yang paling meringankan (gunstigte bepalingen) kiranya tidak hanya mengenai
pemidanaan semata namun juga termasuk segala sesuatu yang mempunyai
9 RB Budi Prastowo, Jurnal Hukum Pro Yustisia April 2006 Volume 24 N0 2, h.173
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pengaruh atas penilaian suatu delik.10 Dalam literatur hukum pidana, menurut
penulis pengertian aturan yang menguntungkan bagi terdakwa adalah :
1. Sanksi pidana yang berubah menjadi  ringan.
2. Perbuatan atau peristiwa berubah menjadi peristiwa perbuatan yang bukan
lagi pemidanaan
3. Salah satu unsur dalam ketentuan pidana dihilangkan atau dijelaskan
maksudnya sehingga menguntungkan atas peristiwa kongkrit terdakwa.
4. Ketentuan Penahanan menjadi Tidak ditahan
5. Ketentuan mengenai Daluarsa menjadi lebih singkat sehingga
menguntungkan terdakwa dalam peristiwa In concreto
6. Perubahan Tindak  pidana menjadi tindak pidana pengaduan.
Namun dalam beberapa hal, sulit untuk menentukan apakah perubahan
tersebut adalah perubahan yang menguntungkan atau justru merugikan bagi
terdakwa. Misalnya, jika perubahan Undang-undang tersebut mengurangi sanksi
pidana tetapi menambah dengan sanksi alternatif yang bersifat imperatif. Tolok
ukur untuk menentukan menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa dilihat
dalam kasus in Concreto. Kasus kongkrit dapat memberikan kejelasan kepada
hakim dalam memberikan pertimbangan perubahan undang-undang tersebut
menguntungkan atau kerugian bagi terdakwa.
Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks menurut penulis
hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah
1. Sanksi Pidana pada pasal 27 ayat 3 UU ITE semula maksimal 6 tahun
berubah menjadi maksimal 4 tahun
2. Jenis delik pasal 27 ayat 3 UU ITE yang tidak jelas dipertegas dengan
undang-undang yang baru menjadi delik aduan
3. Unsur “muatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan”
10 Eddy Os Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana , h. 67
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4. Ancaman maksimal sanksi pidana tidak dibolehkan untuk penahanan
terhadap terdakwa.
Salah satu hal yang meringankan terdakwa dengan berlakunya UU No 19
Tahun 2016 adalah penahanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu
majelis hakim yang menangani Dalam perkara ini Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks yaitu I Made Subagia11 yang mengemukakan
mengenai alasan penangguhan penahanan terhadap terdakwa Yusniar karena yang
bersangkutan kooperatif, tulang punggung keluarga, dan banyaknya desakan
mahasiswa agar penahanan ditangguhkan. Bila majelis hakim mencermati
perubahan yang terdapat UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah sanksi pidana
maksimal menjadi 4 tahun maka majelis hakim tidak memiliki alasan yang
subyektif maupun obyektif untuk menahan terdakwa Yusniar. Pasal 21 ayat 4
poin a KUHAP menegaskan bahwa dilakukan penahanan jika ancaman pidananya
minimal 5 tahun lebih. Sedangkan dalam UU No. 19 Tahun 2016 ancaman
maksimal hanya 4 tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan.
Majelis hakim Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
menerapkan ketentuan dalam UU 19 Tahun 2016 terhadap terdakwa karena
menggunakan Prinsip Transitoir dan berpendapat bahwa ketentuan dalam UU No.
19 Tahun 2016 lebih menguntungkan bagi terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat
dalam pertimbangan putusannya yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa dalam hukum pidana dikenal Asas Transitoir, yaitu asas yang
menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau
ada perubahan Undang-Undang. Selain itu dikenal juga Lex posterior
derogate legi priori, yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa
hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama
(prior). Asas ini mengandung pengertian, pada peraturan yang sederajat,
peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi
peraturan yang telah diganti dengan peraturan baru, secara otomatis dengan
asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
11 Hasil wawancara dengan hakim pada tanggal 29 Juli 2017 di Pengadilan Negeri
Makassar
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Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang RI
No. 11 Tahun 2016 yang sudah efektif berlaku sejak tanggal diunangkan
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP serta Asas Transitoir dan
Asas Lex posterior derogate legi priori yang dianut dalam hukum pidana
maka dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 25 Oktober 2016,
Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dibaca menjadi
Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.
Majelis hakim Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
berpendapat bahwa hal yang menguntungkan bagi terdakwa adalah adanya
perubahan sanksi pidana maksimal dari 6 tahun menjadi maksimal 4 tahun. Hal
inilah yang menjadi dasar majelis hakim memilih untuk menerapkan ketentuan
dalam UU 19 Tahun 2016 dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal jika majelis hakim lebih meneliti
ketentuan yang ada dalam kedua UU tersebut maka bukan hanya sanksi pidana
yang menguntungkan bagi terdakwa.
Alasan lain yang digunakan oleh majelis hakim untuk memilih penerapan
UU No. 19 Tahun 2016 adalah adanya asas Lex Posteriori derogat legi priori
yang bermakna UU yang baru mengenyampingkan UU yang lama. UU No. 19
Tahun 2016 yang dikeluarkan untuk mengganti atau merevisi UU No. 8 tahun
2011 sehingga lebih baru dibandingkan dengan UU sebelumnya. Pertimbangan
yang demikian juga menjadi alasan majelis hakim lebih menerapkan UU 19
Tahun 2016. Padahal menurut penulis, asas Lex Posteriori derogat legi priori
tidak tepat digunakan sebagai dasar untuk memilih undang-undang dalam konteks
proses tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Tolok ukur untuk memilih undang-undang bukan
pada kebaruan undang-undang sebagaimana asas Lex Posteriori Derogat Legi
Priori tetapi karena menguntungkan atau meringankan terdakwa sebagaimana
yang dikehendaki pasal 1 ayat 2 KUHP. Justru kehadiran pasal 1 ayat 2 KUHP
merupakan pengecualian terhadap asas Lex Posteriori derogat lege Priori.
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Legal issue selanjutnya adalah pihak yang menilai perubahan undang-
undang yang menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa. Mengenai
persidangan perkara pidana majelis hakim yang menentukan segala sesuatunya
seperti mengatur proses dan agenda-agenda persidangan. Demikian pula dengan
pihak yang menilai atau menentukan perubahan undang-undang apakah
menguntungkan atau merugikan terdakwa adalah kewenangan majelis hakim yang
menangani perkara. Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks majelis
hakim yang menentukan pilihan undang-undang yang menguntungkan terdakwa.
Namun penulis berpendapat dalam menentukan atau menilai undang-undang yang
menguntungkan bagi terdakwa sebaiknya majelis hakim meminta pendapat
terdakwa. Konsultasi pendapat dari Pihak terdakwa diperlukan karena merekalah
yang merasakan secara langsung dalam kasus inconcreto.
Uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan majelis hakim yang memilih
untuk  menerapkan UU 19 Tahun 2016 Dalam perkara ini Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks sudah tepat. Namun ada beberapa alasan-alasan
majelis hakim yang menurut penulis tidak tepat untuk dijadikan dasar dalam
memilih Undang-undang yang diterapkan. Diantaranya adalah alasan Lex
Posteriori derogat lege Priori.
b) Penerapan Unsur Mendistribusikan, Mentransmisikan dan atau
Membuat dapat diakses
Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks pertimbangan
majelis hakim yang berkaitan dengan pengertian Unsur Mendistribusikan,
Mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses dapat dilihat sebagai berikut :
Menimbang bahwa mendistribusikan berarti menyalurkan atau
membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada banyak orang atau ke
beberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur objek (pasal
dakwaan) dalam perkara a quo berarti melakukan perbuatan menyalurkan
atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik dan atau
Dokumentasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau
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pencemaran nama baik. Demikian juga halnya dengan mentransmisikan
yaitu melakukan perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan atau
dokumentasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau
pencemaran nama baik.
Menimbang bahwa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan
mempunyai sifat yang sama yaitu ukuran bahwa perbuatan sudah terjadi
(terwujud secara sempurna) apabila informasi tersebut sudah tersalur,
sudah terkirim. Semua perbuatan apapun wujudnya apabila menyebabkan
tersalurnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ke penerima
informasi dengan menggunakan perangkat komputer , perbuatan tersebut
termasuk perbuatan membuat dapat diakses. Membuat dapat diaksesnya
adalah menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis
komputer dapat diterima oleh alat penerima informasi elektronik.
Menimbang bahwa apabila diperbandingkan dilihat dari sudut wujud
perbuatannya , perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan tersebut
merupakan tindak pidana formil artinya perbuatan sudah terjadi secara
sempurna. Apabila informasi itu sudah tersalur, sudah terkirim. Apabila
dari sudut akibat perbuatannya, perbuatan “membuat dapat diakses”
merupakan tindak pidana materil artinya tindak pidana sudah selesai
(sudah terjadi) apabila secara nyata informasi elektronik tersebut dapat
diakses.
Untuk menelaah uraian pertimbangan majelis hakim tersebut di atas maka
dapat dirujuk Penjelasan Norma dalam UU No. 19 Tahun 2016. Salah satu
kelebihan dalam UU 19 Tahun 2016 karena telah merumuskan pengertian Unsur
Mendistribusikan, Mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Penjelasan
pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 memberikan pengertian masing-masing sebagai
berikut :
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak
lain melalui Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan
lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem
Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
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Jika mengacu pengertian unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan
atau membuat dapat diakses dalam UU No. 19 Tahun 2016 di atas dan
dihubungkan dengan uraian majelis hakim Dalam perkara ini Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks maka dapat diambil kesimpulan apa yang dijabarkan
oleh majelis hakim hanya mencoba untuk menjelaskan secara kongkrit pengertian
unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses
sebagaimana yang dimaksud dalam UU. Namun yang perlu ditekankan dari
pertimbangan majelis hakim adalah kegiatan menyebarkan dan atau mengirimkan
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dalam pengertian UU No.
19 Tahun 2016 adalah kegiatan tersebut dilakukan melalui Sistem Elektronik.
UU No. 19 Tahun 2016 Menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Oleh
karena kegiatan-kegiatan menyebarkan, mengirimkan,  Informasi Elektronik dan
atau dokumen elektronik yang tidak dilakukan melalui sistem elektronik maka
tidak dijerat menggunakan pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016.
Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim cenderung tidak mampu
membedakan antara Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat
diakses. Padahal secara sederhana dapat dibedakan antara mendistribusikan dan
mentransmisikan yaitu dalam kegiatan mendistribusikan menyebarkan atau
mengirimkan informasi elektronik/dokumen elektronik ditujukan kepada banyak
orang sedangkan dalam kegiatan mentransmisikan mengirimkan informasi
elektronik/dokumen elektronik  hanya kepada satu pihak. Jadi membedakan
antara mendistribusikan dan mentransmisikan hanyalah jumlah penerima
informasi elektronik.
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Majelis hakim juga dalam pertimbangannya membuat penalaran jika unsur
mendistribusikan dan mentransmisikan adalah delik formil sedangkan membuat
dapat diakses adalah delik materil. Bagi penulis, argumentasi hukum majelis
hakim yang menyatakan kegiatan membuat dapat diakses adalah delik materil
sangat lemah. Dalam delik materil membutuhkan akibat dari perbuatan pidana
sedangkan dalam kegiatan membuat dapat diakses tidak membutuhkan akibat.
Kata” dapat” dalam unsur membuat dapat diakses sudah cukup membuktikan
bahwa perbuatan tersebut tidak membutuhkan akibat. Sungguh pun Jika pihak
lain tidak mengakses informasi elektronik tetap memenuhi unsur membuat dapat
diakses. Demikian pula kata dapat dalam unsur membuat dapat diakses adalah
mengandung sifat potensial dan tidak mengandung sama sekali akibat hukum.
Mengenai fakta dalam persidangan perkara Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks yang berkaitan dengan Unsur Mendistribusikan,
mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses, majelis hakim memberikan
uraian sebagai berikut :
Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mengakui dan membenarkan
telah menulis status di dinding media sosial facebook tentang
pembongkaran rumah orang tuanya yang dilakukan oleh massa pada
tanggal 13 Maret 2016.
Menimbang bahwa peristiwa pembongkaran rumah orang tuanya itu
disalurkan atau dibagikan atau dikirmkan terdakwa melalui tulisan di akun
facebook menggunakan telepon genggam (handphone) sehingga informasi
itu telah dibaca oleh orang lain melalui saluran eletronik media sosial
facebook saksi yaitu saksi Fitriani,  Herman Anwar ,  dan saksi pelapor
Sudirman Sijaya dan telah dikomentari oleh pembaca. Keadaan ini
didukung oleh bukti-bukti yaitu dokumen elektronik berupa print out akun
facebook terdakwa dan CD (Compact Disk) rekaman proses pengambilan
dokumen elektronik print out facebook terdakwa.
Menimbang bahwa dengan demikian unsur mendistribusikan dan atau
mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses dari pasal dakwaan
penuntut umum tersebut telah terpenuhi.
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Pertimbangan majelis hakim tersebut di atas menurut penulis sudah tepat
dalam mengkualifisir fakta yang dihubungkan dengan unsur mendistribusikan ,
mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Jika dicermati perbuatan
terdakwa menulis status di media sosial facebook adalah perbuatan yang
terkualifisir sebagai kegiatan mendistribusikan informasi elektronik. Status media
sosial facebook yang ditulis di dinding Facebook dapat dilihat oleh banyak orang
jika yang bersangkutan memiliki banyak teman. Apatah lagi fakta persidangan
yang disampaikan oleh saksi Fitriani menunjukkan terdakwa memiliki banyak
teman dimedia sosial facebook. Kegiatan mendistribusi membutuhkan banyak
penerima informasi elektronik seperti halnya ketika menuliskan status di media
sosial Facebook.
c) Penerapan Unsur Informasi Elektronik dan atau Dokumen
Elektronik
Dalam putusan mengenai unsur Informasi Elektronik dan atau Dokumen
Elektronik ini majelis hakim memberikan uraian sebagai berikut :
Menimbang bahwa tulisan terdakwa tentang pembongkaran rumah orang
tuanya itu disalurkan atau dibagikan atau dikirmkan terdakwa melalui
tulisan di akun facebook menggunakan telepon genggam (handphone)
sehingga informasi itu telah dibaca oleh orang lain melalui saluran
eletronik media sosial facebook saksi yaitu saksi Fitriani,  Herman Anwar,
dan saksi pelapor Sudirman Sijaya dan telah dikomentari oleh pembaca.
Keadaan ini didukung oleh bukti-bukti yaitu dokumen elektronik berupa
print out akun facebook terdakwa dan CD (Compact Disk) rekaman proses
pengambilan dokumen elektronik print out facebook terdakwa.
Menimbang dengan demikian unsur Informasi dan atau dokumen
elektronik dari pasal dakwaan penuntut umum telah terbukti.
Untuk menilai apakah pertimbangan majelis hukum tersebut di atas telah
sesuai dengan UU ITE maka harus dilihat berdasarkan pengertian Informasi
elektronik dan atau dokumen elektronik dalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016
dalam ketentuan umum yang pada pokoknya menyatakan :
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Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
Status media sosial terdakwa di Facebook yang menuliskan bahwa
anggota DPR tolo, pengacara tolo merupakan Informasi Elektronik berupa tulisan.
Kalimat yang ditulis tersebut dapat dipahami oleh publik ketika membacanya.
Dengan demikian berdasarkan pengertian Informasi Elektronik dalam UU ITE
maka status terdakwa yang telah di print out sudah terkualifikasi sebagai
Informasi Elektronik. Pertimbangan majelis hakim Dalam perkara ini Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks yang mengkualifisir status media sosial sebagai
informasi elektronik adalah pertimbangan yang tepat dan telah sesuai dengan UU
No. 19 Tahun 2016 tentang ITE
Hal yang kedua yang harus diperhatikan berkaitan dengan Informasi
Elektronik adalah alat bukti yang mampu menunjukkan keaslian  Informasi
Elektronik. Informasi Elektronik yang sah dan orisinil telah melalui mekanisme
digital forensik. Alat bukti yang telah melalui proses digital forensik mampu
menjelaskan bahwa informasi elektronik benar-benar murni dan tidak pernah
diubah sehingga relevan dengan perkara Inconcreto.  Namun dalam perkara
Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks alat bukti Informasi Elektronik berupa print
out akun facebook terdakwa dan Compact Disk rekaman proses pengambilan
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dokumen elektronik print out facebook terdakwa tidak pernah dilakukan digital
forensik. Kendatipun demikian informasi elektronik dalam perkara ini telah
terbukti sebab terdakwa telah mengakui dan membenarkan alat bukti informasi
elektronik yang diperlihatkan kepadanya. Pengakuan terdakwa inilah yang
dipedomani bahwa informasi elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut
adalah asli atau tidak pernah diubah oleh siapapun.
Urgensi Proses Digital Forensik dilakukan jika dalam suatu perkara tidak
ditemukan alat bukti lain yang dapat mendukung keaslian informasi elektronik.
Keadaan tersebut akan semakin sulit jika terdakwa membantah alat bukti
informasi elektronik. Apabila terjadi kondisi yang seperti ini maka dapat
disimpulkan alat bukti informasi elektronik tidak sah sehingga tidak dapat
digunakan dalam proses persidangan untuk menjerat terdakwa. Dalam praktek
pernah terjadi majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan
membebaskan terdakwa karena tidak terbukti unsur informasi elektronik yang
memuat content penghinaan dalam perkara 390/Pid.B/2014/PN Mks. Salah satu
pertimbangan hakim dalam perkara tersebut adalah status media sosial yang
memuat content penghinaan dibantah oleh terdakwa dan tidak alat bukti lain  yang
mendukung keaslian informasi elektronik tesebut.
Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks meskipun informasi
elektroniknya berupa print out akun facebook terdakwa dan Compact Disk
rekaman proses pengambilan dokumen elektronik print out facebook tidak pernah
dilakukan digital forensik namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Fitriani ,
Herman Anwar dan pengakuan Terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa benar
status media sosial tersebut adalah milik terdakwa yang berasal dari akun
facebook terdakwa serta tidak pernah diubah oleh pihak lain, karena apa yang
ditulis oleh terdakwa bersesuaian dengan alat bukti informasi elektronik yang
dihadirkan di persidangan. Kondisi seperti ini maka alat bukti print out akun
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facebook terdakwa dan Compact Disk rekaman proses pengambilan dokumen
elektronik print out facebook apat dijadikan alat bukti untuk membuktikan adanya
Informasi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2016.
d) Penerapan Unsur Muatan Pencemaran Nama Baik Dan Atau
Penghinaan.
Unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya
4. Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik
5. Yang memiliki muatan pencemaran nama baikdan/atau fitnah
Majelis hakim dalam perkara nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
membuka uraian pertimbangan hukum unsur yang memiliki muatan pencemaran
nama baik dan atau fitnah dengan penjabaran sebagai berikut :
Bahwa dalam Bab XVI KUHP memuat aturan tentang penghinaan.
Perbuatan penghinaan yang diatur dalam KUHP dibagi dalam 6 (enam)
jenis perbuatan, yaitu:
1. Pencemaran nama baik (Pasal 310)
2. Fitnah (pasal 311)
3. Penghinaan ringan (pasal 315)
4. Pengaduan fitnah (pasal 317)
5. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318)
6. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (pasal 320 dan
321)
Menimbang bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan
dan/atau nama baik seeorang, yang dapat digolongkan dalam 6 (enam)
jenis perbuatan seperti diuraikan diatas. Yang diserang itu biasanya
merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai
kehormatan tentang “nama baik”.
Bahwa “nama baik” adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang
didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat
terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di
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dalam masyarakat. Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah
kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan
kedudukannya di dalam masyarakat.
Pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri,dibidang
kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai
seperti apa yang dirasakan. Seburuk-buruknya perangai seseorang atau
serendah-rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi)
seseorang, di[astikan orang semacam itu tetap merasa memiliki
martabat/harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik.
Disinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Namun
demikian, harus diingat pula bahwa dalam segala jenis penghinaan
mengandung sifat objektif. Segala sesuatu dapat dipandang bersifat
menghina orang lain harus diukur dari sudut penilaian umum pada waktu
dan ditempat dimana perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, tidak
semua perbuatan yang oleh orang tertentu dinilai menghina dirinya, dapat
dianggap sebagai penghinaan. Harus pula diukur dari kewajaran menurut
masyarakat dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.
Uraian majelis hakim di atas hanya menjelaskan Bab XVI tentang
Penghinaan dalam KUHP. Padahal dalam KUHP bukan hanya Bab XVI yang
muatan pasalnya terdapat kejahatan penghinaan. Demikian pula dalam literatur
hukum pidana pembahasan mengenai Penghinaan beserta pembagiannya semakin
berkembang dengan adanya UU sektoral yang dikeluarkan oleh pemerintah
besama DPR. Tindak pidana yang berkaitan dengan Penghinaan tidak lagi hanya
ditemukan dalam KUHP tetapi juga diluar KUHP.
Perlu diketahui untuk menambah khazanah perbendaharaan mengenai
penghinaan maka pada pokoknya dalam KUHP terdapat tindak pidana yang
bestandel delicnya merupakan menyerang kehormatan dan atau nama baik namun
tindak pidana tersebut ditempatkan di luar BAB XVI KUHP. Tindak pidana
tersebut tersebar dan ditempatkan dalam beberapa Bab dalam KUHP. Beberapa
penulis hukum membedakan antara tindak pidana penghinaan yang diatur dalam
Bab XVI KUHP dengan Tindak Pidana Penghinaan di luar Bab XVI KUHP.
Adapun Bentuk- bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut
dengan penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain dari penghinaan
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yang diatur di luarnya yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut
dengan penghinaan umum, karena terdapat dua alasan:12
a. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab
XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk
kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat
dan ciri yang sama.
b. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di
dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau
bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik
orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi
tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai
kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak
mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang
diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang
terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat
pribadi dari kejahatan penghinaan ini sanga menonjol.
Sedangkan tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang
terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam
bab yang berbeda beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai
dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda
dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI inilah, maka tidak salah
disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus maka
berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab
XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk
penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek
12 Jumardi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan, (UNHAS, 2016) hal. 25-28
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penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau“perasaan harga diri” atau “martabat
mengenai kehormatan atau nama baik orang”.
Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan
pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk
penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya
pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal
156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan
lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP).
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:
1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis
dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6
Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144
KUHP).
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal
154a KUHP).
5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal142a).
6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya No.6/PUUV/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua
norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157
KUHP).
8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207,dan 208 KUHP).
9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
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a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177
butir 1 KUHP).
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir
2 KUHP).
Pada hakikatnya jika majelis hakim memulai pertimbangan dengan
menjabarkan penghinaan yang terdapat dalam bab VI KUHP seseungguhnya
sudah tepat. Apatah lagi kasus Inconcreto Dalam perkara nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah kasus yang bestandel deliknya disandarkan
pada penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI KUHP. Namun jika kasus a quo
in concreto berkaitan dengan penghinaan bukan terhadap individu seperti
penghinaan terhadap presiden maka sebaiknya dalam pertimbangan putusan
dimulai dengan menguraikan jenis-jenis penghinaan yang berkaitan dengan kasus
tersebut. Pencantuman beberapa kejahatan penghinaan dalam pertimbangan
putusan akan menambah mutu pertimbangan hakim sekaligus memberikan
penjelasan yang detail bagi publik tentang kejahatan penghinaan.
Selanjutnya mengenai uraian secara detail bestandel delict “unsur
Memiliki Muatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan” majelis hakim
Dalam perkara nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks memberikan pertimbangan
sebagai berikut :
Bahwa dalam penjelasan angka 4 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI
No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan, ketentuan
pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau
fitnah yang diatur dalam KUHP.
Bahwa dengan adanya penegasan yang berupa penjelasan angka 4 Pasal
27 ayat (3) sebagaimana diatas, maka sudah jelas kejahatan yang
dimaksud dalam unsur pasal dakwaan dalam KUHP.
Bahwa muatan pencemaran nama baik dalam KUHP diatur dalam pasal
310 KUHP sedangkan muatan fitnah yang diatur dalam pasal 311 KUHP.
Menimbang bahwa pasal 310 KUHP terdiri dari 3 ayat sebagai berikut :
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……………….
Kejahatan penghinaan (pasal 311 KUHP) ini dinamakan “memfitnah”
Keputusan hakim yang mengambil pertimbangan bahwa maksud muatan
pencemaran nama baik dan atau penghinaan didasarkan pada penghinaan yang
terdapat dalam KUHP adalah langkah yang tepat sesuai dengan tuntunan UU ITE.
Penjelasan pasal 27 ayat 3 dalam UU No 19 tahun 2016 tentang unsur muatan
pencemaran nama baik dan atau penghinaan memberikan pencerahan bagi
penegak hukum. Sebelum berlakunya UU No 19 Tahun 2016, ketentuan  Pasal 27
ayat 3 UU No 11 tahun 2008 tentang Unsur muatan pencemaran nama baik dan
atau penghinaan mengalami kekaburan norma. Tidak ada pengertian dalam
ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan “Muatan pencemaran
nama baik dan atau penghinaan”. Demikin pula dalam penjelasan tidak dijabarkan
secara rinci apa yang dimaksud dengan “Muatan pencemaran nama baik dan atau
penghinaan”. Namun dalam penjelasan UU No 19 tahun 2016 “Muatan
pencemaran nama baik dan atau penghinaan” dinyatakan mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.
Jika mencermati frasa penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016
yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada ketentuan pencemaran nama
baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP” maka apakah yang dimaksud
dengan penjelasan tersebut hanya merujuk kepada pasal 310 KUHP yang
mengatur tentang tindak pidana penistaan dan Pasal 311 KUHP yang mengatur
tentang tindak Pidana Fitnah. Dalam KUHP sebenarnya tidak ditemukan istilah
pencemaran nama baik. Terjemahan “smaad“ yang diadopsi dalam pasal 310
KUHP oleh penulis hukum disebutkan Tindak pidana penistaan bukan
pencemaran nama baik. Namun dalam praktek tindak pidana penistaan sering
disebut dengan pencemaran nama baik.
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Fitnah yang disebutkan dalam Penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun
2016 hal tersebut diatur dalam pasal 311 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa fitnah yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016
pengertian dan penjelasan serta bestandelnya harus didasarkan pada pasal 311
KUHP.
Berdasarkan uraian di atas maka legal Issue yang muncul berkaitan
dengan penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 yaitu apakah unsur
muatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan hanya merujuk kepada pasal
310 dan 311 KUHP. Bagaimana dengan pasal penghinaan lainnya yang terdapat
dalam bab XVI dan diliuar Bab XVI. Dalam Bab XVI KUHP memuat aturan
tentang penghinaan. Perbuatan penghinaan yang diatur dalam KUHP dibagi
dalam 6 (enam) jenis perbuatan, yaitu:
1. Pencemaran nama baik (Pasal 310)
2. Fitnah (pasal 311)
3. Penghinaan ringan (pasal 315)
4. Pengaduan fitnah (pasal 317)
5. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318)
6. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (pasal 320 dan 321)
Adapun bentuk-bentuk penghinaan di luar Bab XVI, disebutkan di bawah
ini:
a) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136
bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
c) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144
KUHP).
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d) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI
(Pasal 154a KUHP).
e) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal142a).
f) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUUV/2007 tanggal 16 Juli
2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
g) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156
dan 157 KUHP).
h) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207,dan 208
KUHP).
i) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal
156a).
b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya
(Pasal 177 butir 1 KUHP).
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal
177 butir 2 KUHP).
Telaah mengenai unsur muatan pencemaran nama baik dan atau
penghinaan hanya merujuk kepada pasal 310 dan 311 KUHP atau merujuk kepada
semua jenis penghinaan yang terdapat dalam KUHP sangat penting untuk
dilakukan. Dengan adanya penegasan rujukan ini akan mempermudah penegak
hukum untuk menerapkan pasal 27 ayat 3. UU ITE. Secara sederhana dapat
dinyatakan jikalau unsur muatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan
hanya merujuk kepada pasal 310 dan 311 KUHP maka penghinaan terhadap
presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap instansi pemerintah atau semua
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penghinaan di luar Bab XVI yang dilakukan di media sosial tidak dapat dijerat
dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016.
Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim dalam perkara nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks yaitu I Made Subagia13 yang berpendapat bahwa
penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 bukan hanya merujuk kepada
pasal 310 tentang tindak penistaan dan 311 tentang fitnah tetapi semua jenis
penghinaan/pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP baik yang terdapat
dalam BabXVI maupun yang terdapat diluar Bab XVI. Penulis sendiri tidak
sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh hakim I Made. Menurut penulis
maksud unsur Muatan Pencemaran nama baik dan atau penghinaan sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 hanya merujuk kepada
Tindak Pidana penghinaan Bab XVI. Argumentasi hukum pendapat penulis
tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
- Bahwa Penghinaan yang terdapat dalam XVI KUHP adalah pencemaran
nama baik dan Fitnah beserta macam-macamnya tetapi pokok tindak
pidananya adalah Penistaan atau fitnah seperti pengaduan palsu
merupakan fitnah namun modus dan obyeknya lebih khusus.
- Bahwa pencemaran nama baik dan Fitnah dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE
sesungguhnya obyeknya adalah Individu/ Manusia Perseorangan dan
obyek penghinaan yang terdapat XVI KUHP adalah manusia
perseorangan. Sementara beberapa tindak pidana penghinaan diluar Bab
XVI adalah Instansi pemerintah, pejabat, presiden dan lain lain.
- Bahwa telah ditegaskan pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 adalah delik
aduan demikian pula dengan penghinaan yang terdapat XVI KUHP adalah
delik aduan. Sementara beberapa tindak pidana penghinaan diluar Bab
13 I Made Subagia, Wawancara hakim pada tanggal 29 Juli 2017 di Pengadilan Negeri
Makassar
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XVI adalah Instansi pemerintah, pejabat, presiden dan lain lain adalah
delik biasa sehingga tidak cocok dengan konstruksi pasal 27 ayat 3 UU No
19 tahun 2016.
Majelis hakim Dalam perkara nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks dengan
dasar hukum penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Pencemaran nama baik dan atau penghinaan
merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau Fitnah yang terdapat
dalam KUHP  maka majelis hakim menganalisa unsur “memuat pencemaran
nama baik dan atau penghinaan” dengan menggunakan barometer unsur-unsur
pasal 310 sebagaimana yang dikemukakan dalam putusannya sebagai berikut :
Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur
pasal 310 KUHP :
1. Perbuatan menyerang
2. Kehormatan orang atau nama baik orang
3. Dengan cara : menuduhkan perbuatan tertentu
4. Dilakukan dengan sengaja supaya diketahui umum
Perbuatan menyerang
Perbuatan menyerang (aanranden) adalah perbuatan dengan
menyampaikan ucapan (ayat 1) atau dengan tulisan (ayat 2) yang isinya
menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama
baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga
diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau
dipermalukan.
Menimbang bahwa dalam konteks dakwaan jaksa penuntut umum kepada
terdakwa , serangan yang dilakukan terdakwa adalah memuat postingan
(tulisan) di media sosial Facebook dengan Tulisan : Alhamdulillah
akhirnya selesai juga masalahnya, anggota DPR Tolo , pengcara tolo,
nabantu orang yang bersalah nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko
ganggu-ganggu poenk.
Menimbang bahwa dalam konteks ini serangan yang dilakukan terdakwa
adalah serangan dengan tulisan yang bernada menyerang kepada
seseorang melalui postingan di media sosial dengan Tulisan Anggota DPR
Tolo, Pengacara Tolo.
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Menimbang dengan demikian unsur perbuatan menyerang yang
didakwakan penuntut umum kepada terdakwa menyerang dengan tulisan
sebagaimana sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 pasal 310 KUHP sudah
terpenuhi
` Atas uraian pertimbangan majelis hakim di atas, penulis tidak sependapat
yang menyatakan unsur perbuatan menyerang sudah terpenuhi pada diri terdakwa.
Perlu dipertegas bahwa “perbuatan menyerang” yang dimaksud adalah menyerang
dengan tulisan dan atau lisan yang isi serangannnya Tuduhan melakukan
perbuatan tertentu.
Sebelum mengemukakan ratio decendi penulis perbendaan pendapat atas
pertimbangan majelis hakim tersebut maka terlebih dahulu akan dijelaskan bentuk
“perbuatan tertentu” dalam unsur “perbuatan menyerang”. Laden Marpaung
berpendapat14 Kata “Perbuatan Tertentu” sebagai terjemahan dari kata Bahasa
Belanda Bepaald Feit dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut
dinyatakan dengan Jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut





Kata kata tersebut, tidak merupakan “perbuatan tertentu”. Jika di ucapkan
tuduhan itu dengan jelas misalnya
- Si A yang mencuri paa minggu lalu di rumah si X
- Si R telah menipu uang P pada hari senin kemarin di rumahnya dan lain lain
Adami Chazawi berpendapat15 Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah
merupakan perbuatan tertentu (telast-legging van een bepaald feit) dan bukan hal
lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti
14 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta : Sinar Grafika,
2010), h. 12
15 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, h. 93
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bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata kotor
seperti ini juga menyinggung perasaan orang. Disamping perbuatan yang
dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, juga orang yang dituduh haruslah orang
tertentu, bukan orang pada umumnya. Orang tentu inilah yang dituju oleh
sipembuat.
Lebih lanjut Adam Chazawi menguraikan16 bahwa di dalam perbuatan
tertentu, bisa jadi bukan merupakan perbuatan, tetapi di dalamnya mengandung
unsur perbuatan. Misalnya, pelacur (di dalamnya terkandung perbuatan
melacurkan diri) berkencan dengan pelacur (makna perbuatan menyetubuhi
pelacur), Pemeras (di dalamnya terkandung perbuatan memeras) atau Penipu (di
dalamnya terkandung perbuatan penipu) . Ucapan seperti itu termasuk perbuatan
yang dituduhkan dalam pencemaran. Meskipun tidak secara langsung/tegas
menyebut bentuk perbuatan tertentu tetapi di dalamnya mengandung makna
perbuatan tertentu.
Jika mencermati Kedua penulis hukum tersebut di atas maka terdapat
perbedaan pendapat diantara keduanya. sedangkan penulis sendiri berpendapat
bahwa “perbuatan tertentu” dalam unsur pasal ini tidak merujuk kepada kata yang
diucapkan tersebut masuk dalam kata kerja atau kata benda tetapi lebih
menekankan apakah ucapan tersebut sudah dapat menunjukkan atau memberikan
gambaran akan adanya “perbuatan tertentu”. Jadi walaupun kata-kata tersebut
adalah kata benda tetapi mampu menunjukkan atau menggambarkan perbuatan
tertentu maka sudah dapat dikategorikan memenuhi unsur “perbuatan tertentu”.
Perbuatan menyerang dengan Tuduhan “perbuatan tertentu” kepada
korban yang dirusak nama baik dan kehormatannya tidak perlu perbuatan tersebut
tuduhan palsu. Justru sesungguhnya “perbuatan tertentu” dalam pasal 310
KUHPidana ini dapat berupa peristiwa yang benar terjadi dan dapat pula peristiwa
16 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan , h. 93
122
yang tidak pernah terjadi. Jika “perbuatan tertentu” yang dituduhkan kepada
korban adalah tuduhan palsu maka ketentuan yang diterapkan adalah pasal 311
KUHPidana mengenai Tindak Pidana Fitnah (Laster).
Sebagai contoh, Si A telah melakukan penipuan kepada si B, kemudian si
B atau Si C di depan publik menyampaikan bahwa Si A telah menipu si A.
Walaupun faktanya si A telah menipu si B, maka si A atau Si C telah memenuhi
unsur “menuduh melakukan perbuatan tertentu”.
Wirjono Projodikoro17 berpendapat Perbuatan tertentu yang dituduhkan
kepada si korban ini tidak perlu dikatakan dengan sangat tegas dengan
menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak
boleh terlalu kabur.
Bila dikaitkan dengan perkara nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks, Majelis
hakim menyatakan perbuatan menyerang terdakwa adalah dengan Tulisan
“anggota DPR Tolo, Pengacara Tolo. Selanjutnya akan dianalisis apakah tulisan
“anggota DPR Tolo, pengacara tolo adalah merupakan tuduhan melakukan
perbuatan tertentu. Dalam bahasa bugis tulisan “anggota DPR tolo, Pengacara
tolo” memiliki makna anggota DPR yang bodoh, Pengacara yang bodoh”,
sehingga tulisan tersebut tidak dapat menunjukkan atau memberikan gambaran
akan adanya “perbuatan tertentu”. Alasan inilah yang membuat penulis
berkesimpulan bahwa tulisan terdakwa bukanlah tuduhan melakukan perbuatan
tertentu. Padahal maksud unsur “perbuatan menyerang” dalam pasal 310 KUHP
adalah perbuatan menyerang dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu.
Sedangkan Tulisan “Anggota DPR tolo, Pengacara Tolo” bukanlah tuduhan
terhadap pihak lain telah melakukan perbuatan tertentu.
Jika “perbuatan menyerang” bukan dilakukan dengan cara menuduhkan
perbuatan tertentu maka lebih tepat digunakan pasal 315 KUHP dan Bukan pasal
17 Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 95
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310 KUHP. Dalam Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan biasa yaitu
penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tidak
menuduhkan suatu perbuatan yang tertentu (een bepaal feit), misalnya dengan
mengatakan saja “anjing, buaya darat, dll”. Demikian pula menurut penulis,
tulisan terdakwa yang menyebutkan Anggota DPR Tolo, Pengacara Tolo
bukanlah tuduhan perbuatan tertentu sehingga lebih layak menjadi unsur
perbuatan menyerang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 315 KUHP.
R.Soesilo18 juga mempertegas bahwa bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan
“menuduh suatu perbuatan tertentu” terhadap seseorang maka dapat diterapkan
pasal 310 atau 311 KUHP. Apabila menyerang kehormatan tersebut dengan jalan
lain misalnya dengan mengatakan Anjing, Asu, bajingan, dan lain sebagainya
maka dapat diterapkan pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan.
Terdakwa seharusnya sudah dibebaskan oleh majelis hakim perkara nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks pada saat membacakan unsur Perbuatan menyerang
dalam pasal 310 KUHP. Oleh karena tidak tepat pertimbangan majelis hakim
yang menyatakan unsur perbuatan menyerang telah terpenuhi sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 310 KUHP.
Selanjutnya Majelis hakim dalam perkara nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks menguraikan perttimbangannya mengenai unsur
kehormatan orang atau nama baik orang sebagai berikut :
Penjelasan dari pasal 310 KUHP, obyek dari perbuatan penghinaan harus
perorangan , bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan atau
segolongan penduduk dan lain-lain.
Apakah tulisan terdakwa yang dimuat di media sosial Facebook
menyerang kehormatan dan atau nama baik Kadir Sijaya ?
Menimbang bahwa tulisan terdakwa yang diposting di media sosial
facebook adalah anggota DPR tolo, pengcara tolo
Menimbang sebagaimana Penjelasan pasal 310 KUHP obyek dari
perbuatan penghinaan harus perorangan, bukan instansi Pemerintah ,
pengurus suatu perkumpulan atau segolongan Penduduk dan lain lain.
18 R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, h. 228
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Menimbang bahwa tulisan terdakwa yang dimuat dalam di dinding media
sosial facebook tidak menulis atau menyebutkan nama seseorang , tidak
menyebutkan nama saksi Sudirman Sijaya melainkan terdakwa hanya
menulis/menyebut “anngota DPR Tolo, Pengacara Tolo, siapakah anggota
DPR atau pengacara yang dimaksud terdakwa dalam tulisannya itu , tentu
saja bukan saksi sudirman Sijaya karena saksi Sudirman Sijaya Bukan
anggota DPR melainkan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto. Siapakah
pengacara yang dimaksud terdakwa? tentu saja bukan Sudirman sijaya
karena terdakwa tidak menulis/menyebutkan nama Sudirman Sijaya dalam
Tulisannya. Sekiranya pun ada yang merasa dicemarkan nama baik dan
atau difitnah dari tulisan terdakwa tersebut maka yang seharusnya
melaporkan adalah Anggota DPR yang sekaligus berprofesi sebagai
Pengacara.
Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
Putusannya No 183 K/Pid/2010 dalam Perkara dimana yang menjadi
obyek pencemaran dan penistaan adalah badan Hukum yaitu PT Duta
Pertiwi dalam putusannya memberi pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa sebagai pelapor atas tindak pidana tersebut adalah pihak yang
tercemar (PT Duta Pertiwi) sehingga seharusnya sebagai pelapor adalah
dirut PT tersebut, karena Dirutlah yang dapat mewakili suatu PT
sedangkan dalam kasus A quo yang melapor adalah Darmauli Limbong
S.H., M.H. kuasa hukum yang mendampingi PT Duta Pertiwi sedangkan
menurut pasal 72 KUHP dalam delik Aduan Absolut seharusnya yang
melapor adalah Dirut mewakili PT Duta Pertiwi.
Menimbang bahwa sebagai delik aduan Absolut maka yang boleh
melaporkan adalah yang hanya menjadi korban penghinaan secara
langsung yang namanya disebutkan (lisan dan atau Tulisan) bukan orang
lain.
Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati tulisan terdakwa
(Vide Bukti Dokumen Elektronik berupa preent schreen / Print Out
Facebook) dan menghubungkannya dengan keterangan ahli sebagaimana
tersebut di atas, tulisan (status) terdakwa yang dipostinng pada media
sosial facebook tidak menyebut atau menulis nama Sudirman Sijaya maka
dengan demikian unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang
sebagaimana dalam pasal 310 KUHP dan 311 KUHP tidak terpenuhi.
Menimbang bahwa unsur menyerang kehormatan orang atau nama baik
orang dari dakwaan Penuntut Umum pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2
UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik
yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tidak terpenuhi maka
dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam
perkara A quo tidak terbukti .
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Pertimbangan majelis hakim di atas sudah sangat tepat dalam menentukan
obyek penghinaan dalam pasal 310 KUHP. R.Soesilo berpendapat bahwa obyek
penghinaan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP ini adalah orang perseorangan
maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan
penduduk. Wirjono Projodikoro berpendapat19 dapat dikatakan pula bahwa
seorang anak jang masih muda, belum dapat merasakan tersinggung ini dan
bahwa seorang jang sangat gila, tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak
mungkin ada tindak pidana penghinaan terhadap dua jenis orang tadi.
Demikian pula menurut yurisprudensi20 Pasal 310 KUHP ialah
terhadap orang mana saja, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu
perkumpulan dan lain-lain. Pasal 310 KUHP ini adalah lex spesialis dari pasal
315 KUHP. Syarat pertama dari pasal ini yaitu adanya niat dari si terdakwa untuk
menghina seseorang haruslah nyata. Jika terdakwa sengaja menghina orang
dengan mengatakan “suatu peristiwa” sekalipun peristiwa tersebut bukan
merupakan pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menyiarkannya baik dengan
tulisan ataupun gambar, maka si terdakwa dapat dikenakan hukuman. Kecuali jika
ia melakukan tindakan menuduh itu untuk membela kepentingan umum atau
mengadakan pembelaan terhadap dirinya. Dikatakan untuk kepentingan umum
apabila perbuatan itu perlu dilakukan oleh terdakwa. Misalnya pada waktu
pemilihan umum, supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih wakilnya.
Dan yang dinamakan pembelaan diri yang perlu, apabila si terdakwa sendiri
dituduh  melakukan suatu perbuatan curang, padahal tuduhan itu sama sekali tidak
benar, sehingga si terdakwa sendiri terpaksa menunjukkan orang yang sebenarnya
bersalah.21
19 Wirjono projodikoro, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia, h. 93
20 Putusan MA No. 1060 K/Pid/2008
21 Dali Mutiara, Tafsir KUHP, h. 139-140
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A. Implikasi Delik Penghinaan Setelah Revisi Melalui UU No. 19 Tahun 2016
dalam Perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
Berdasarkan uraian penerapan perkara nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
tersebut di atas dan Jika menelaah perubahan atau revisi UU No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik melalui UU No 19 Tahun 2016
khususnya mengenai tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik
maka ada beberapa impilkasi hukum yang terjadi berkaitan dengan adanya
perubahan tersebut yaitu :
1. Penerapan UU No 19 Tahun 2016 dan Sanksi Pidana
Aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara tindak pidana
penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada saat berlakunya revisi UU No
11 Tahun 2008 tentang ITE melalui UU 19 Tahun 2016  harus menerapkan
ketentuan UU No 19 Tahun 2016. Argumentasi hukum atas pilihan untuk
menggunakan UU No 19 Tahun 2016 tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 2
KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi perubahan undang-
undang setelah perbuatan pidana dilakukan maka yang digunakan adalah yang
paling meringankan terdakwa. Ketentuan pidana yang terdapat dalam 45 ayat 1
Juncto pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 ancaman hukumannya maksimal
hanya 4 tahun. Berbeda dengan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam
UU No 11 Tahun 2008 yaitu maksimal 6 tahun.
Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip norma yang terdapat dalam 45
UU No 19 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau
mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam
pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau
denda paling banyak 750 Juta Rupiah.
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Dalam hukum pidana straf maksima atau penentuan batas maksimum
pidana penjara memberikan keleluasaan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan
pemidanaan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah dengan syarat pidana
penjara yang dijatuhkan tidak melebihi ancaman maksimal. Dalam kasus
penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial majelis
hakim dapat menjatuhkan hukum pidana penjara berapa pun lamanya sepanjang
tidak melebihi 4 tahun. Majelis hakim yang menjatuhkan pidana melebihi 4 tahun
dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial telah
melakukan Ultra Vires dan telah melanggar undang-undang
Selain itu pasal 45 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 stelsel pemidanaan
dalam bentuk alternatif Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari
dua pilihan yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Jika
hakim memilih pidana maka batas maksimalnya hanya 4 tahun dan jika memilih
pidana denda maka batas maksimal denda adalah Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus
Lima Puluh Juta).
Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks telah diuraikan
sebelumnya bahwa majelis hakim dengan dasar asas transitor memilih untuk
menerapkan UU No 19 Tahun 2016 karena majelis hakim menganggap Norma
UU yang baru tersebut lebih meringankan terdakwa.
Mengenai perubahan sanksi pidana penjara yang turun dari 6 tahun
menjadi 4 tahun dalam UU 19 Tahun 2016 adalah hasil aspirasi atau keluhan
masyarakat dan aktifis kebebasan berpendapat yang pada pokoknya menuntut
untuk dihapuskannya pasal pemidanaan yang terdapat dalam UU ITE. Namun ada
pihak yang berpendapat bahwa ketentuan pemidanaan dalam UU ITE tidak perlu
di hapus karena pasal tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan
Konstitusional tetapi yang perlu diubah adalah ketentuan pidana penjara yang
terlalu berat dalam UU No 11 Tahun 2008. Pada akhirnya Pemerintah bersama
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DPR merevisi UU No 11 tahun 2008 dengan menerbitkan UU No19 tahun 2016
namun tetap mempertahankan ketentuan norma pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45
ayat 3. Perubahan hanya terjadi pada berkurangnya batas maksimal sanksi pidana
penjara dan sanksi pidana denda.
2. Delik Aduan
Dalam pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 UU 11 Tahun 2008 Tentang
ITE tidak mencantumkan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama
baik adalah delik aduan. Konsekuensi logis tidak dinyatakannya suatu peristiwa
pidana sebagai delik aduan adalah tindak pidana tersebut merupakan tindak
pidana biasa yang dapat dimaknai peristiwa pidan tersebut tidak membutuhkan
pelaporan atau pengaduan serta diberikan legal standing bagi siapapun juga bagi
yang ingin melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada aparat kepolisian.
Sesungguhnya meskipun tidak dicantumkan dalam pasal 27 ayat 3 Junto
pasal 45 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tetapi sejak adanya putusan Judicial
Review mengenai pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008
mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya menafsirkan bahwa ketentuan
norma pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 adalah delik
Aduan. Hal ini dapat dilihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
50/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam
paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan
Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya
pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a
quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan
(klacht) untuk dapat dituntut di depan pengadilan;
Atas putusan Tafsiran Mahkamah Konstitusi Tersebut di atas, pada
hakikatnya ketentuan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008
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adalah delik Aduan. Namun dalam praktek. Aparat penegak hukum sering
mengabaikan putusan mahkamah konstitusi tersebut dengan alasan dalam UU 11
Tahun 2008 tidak dicantumkan pasal yang menegaskan bahwa tindak pidana
tersebut adalah delik aduan dan putusan mahkamah konstitusi tidak mengikat
sepanjang belum dinormatifisasi dalam Undang-undang.
Namun dalam pasal 45 ayat 5 UU 19 Tahun 2016 telah dinyatakan tegas
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan delik aduan.
Adanya penegasan norma tersebut mengakhiri diskursus mengenai jenis delik
yang diterapkan dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.
Dalam perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks majelis hakim juga telah
menyatakan bahwa tindak pidana yang terdapat pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45
ayat 3 adalah tindak pidana aduan. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangannya
yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
Menimbang bahwa sebagai delik aduan Absolut maka yang boleh
melaporkan adalah yang hanya menjadi korban penghinaan secara
langsung yang namanya disebutkan (lisan dan atau Tulisan) bukan orang
lain.
Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati tulisan terdakwa
(Vide Bukti Dokumen Elektronik berupa preent schreen / Print Out
Facebook) dan menghubungkannya dengan keterangan ahli sebagaimana
tersebut di atas, tulisan (status) terdakwa yang diposting pada media sosial
facebook tidak menyebut atau menulis nama sudirman sijaya maka dengan
demikian unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang
sebagaimana dalam pasal 310 KUHP dan 311 KUHP tidak terpenuhi.
Menimbang bahwa unsur menyerang kehormatan orang atau nama baik
orang dari dakwaan Penuntut Umum pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2
UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tidak terpenuhi maka
dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam
perkara A quo tidak terbukti.
3. Kejelasan Norma Unsur-Unsur Tindak Pidana
Selanjutnya Dalam pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 UU 11 Tahun
2008 Tentang ITE tidak mencantumkan pengertian mengenai unsur-unsur dalam
tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur tindak pidana
yang masih kabur pengertiannya adalah unsur “muatan penghinaan dan atau
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pencemaran nama baik” dan Unsur Mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau
membuat dapat diakses”. Ketidakjelasan pengertian tersebut seringkali membuat
aparat penegak hukum menggunakan tafsiran yang luas sehingga sangat
merugikan bagi tersangka/terdakwa dalam menguraikan pembelaannya.
Namun dalam UU No 19 tahun 2016 dalam Penjelasan pasal 27 ayat 3
UU No. 19 Tahun 2016 memberikan pengertian masing-masing unsur tersebut
sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak
lain melalui Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan
lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem
Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Demikian pula Jika mencermati frasa penjelasan pasal 27 ayat 3 UU No
19 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP”.
Dalam perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks majelis hakim telah
menerapkan unsur-unsur yang terdapat pasal 27 ayat 3 dan sudah menerapkan UU
No 19 Tahun 2016. Kelebihan suatu norma pidana apabila dalam bagian
penjelasan undang-undang memberikan pengertian mengenai unsur-unsur tindak
pidana maka dapat membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum
dalam menentukan peristiwa pidana, selain itu dapat menjadi dasar bagi terdakwa
untuk menyusun dengan cermat pembelaannya.
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4. Ancaman Maksimal Sanksi Pidana Tidak dibolehkan Untuk Penahanan
Terhadap Terdakwa
Implikasi hukum yang lain dalam UU 19 Tahun 2016 adalah mengenai
penahana terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu majelis
hakim yang menangani Dalam perkara ini Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks
yaitu I Made Subagya22 yang mengemukakan mengenai alasan penangguhan
penahanan terhadap terdakwa Yusniar karena yang bersangkutan kooperatif,
tulang punggung keluarga, dan banyaknya desakan mahasiswa agar penahanan
ditangguhkan. Bila majelis hakim dalam perkara tersebut mencermati perubahan
yang terdapat UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah sanksi pidana maksimal
menjadi 4 tahun maka majelis hakim tidak memiliki alasan yang subyektif
maupun obyektif untuk menahan terdakwa Yusniar. Pasal 21 ayat 4 poin a
KUHAP menegaskan bahwa dilakukan penahanan jika ancaman pidananya
minimal 5 tahun lebih. Sedangkan dalam UU No. 19 Tahun 2016 ancaman
maksimal hanya 4 tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan.
Selain implikasi hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, Fadli Andi
Natsif juga menguraikan beberapa hal karena perubahan UU No 11 Tahun 2008
yang telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 antara lain : 23
a. UU No 19 Tahun 2016 semakin memposisikan dirinya bukan lex specialis
karena tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik tetap
mengacu kepada KUHP.
b. UU No 19 tahun 2016 seharusnya hanya mengatur tentang penataan dan
pemanfaatan ruang virtual yang cenderung meningkat mengalahkan media
mainstream.
22 I Made Subagia, wawancara pada tanggal 29 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Makassar
23 Fadli Andi Natsif, Awas Jemarimu Jerujimu, Opini Tribun Timur, Jumat 20 Januari
2017
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c. UU No 19 Tahun 2016 masih memungkinkan terjadinya kriminalisasi atas
kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi di media sosial.
Lahirnya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 khususnya yang mengatur
mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sama sekali tidak
menegaskan atau menghilangkan penghinaan yang terdapat dalam KUHP.
Ketentuan pidana penghinaan yang terdapat dalam UU No 19 tahun 2016 unsur
“muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” tetap mengacu kepada
pasal 310 atau 311 KUHP. Oleh karena itu Fadli Andi Natsif24 mengusulkan agar
tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial penegakan
hukumnya tetap mengacu kepada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu
mengenai penghinaan atau penistaan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal
310 ayat 2 KUHP. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang
terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 dihapuskan dan seharusnya UU ITE hanya
mengatur tentang penataan dan pemanfaatan ruang virtual.






1. Penerapan hukum pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45 ayat 1 UU No11 Tahun
2008 Tentang ITE pada perkara Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Sgm adalah
tidak tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan pertama
yaitu Pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45 ayat 1 UU No 11 tahun 2008. Dalam
Putusan tersebut Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan kejelasan
Legal Standing Pengadu, keliru menerapkan unsur yang memiliki muatan
penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan alasan: a) Korban
tidak memberikan keterangan dipersidangan. b) Tidak jelas Content yang
dianggap penghinaan dan atau pencemaran nama baik. c) Yang diserang
adalah jabatan publik bukan pribadi. d) Peristiwa Dilakukan dalam ranah
privat.
2. Implikasi hukum adanya UU No 19 Tahun 2016 adalah Sanksi Pidana
yang diterapkan, status peristiwa pidana menjadi delik aduan, jelasnya
unsur-unsur tindak pidana, dan status terdakwa yang tidak dimungkinkan
lagi terjadi penahanan, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
tidak menjadi lex specialis karena tetap mengacu kepada KUHP. Dalam
penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks




Adapun saran dari  penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini,
sebagai berikut :
1. Demi terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum yang berkaitan
dengan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 UU No 11 tahun 2008 yang telah
diubah melaui UU No 19 tahun 2016 maka, hendaknya diharapkan kepada
seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam
menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan di media sosial, jaksa
dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-
unsur dalam setiap pasal termasuk dalam membedakan jenis-jenis tindak
pidana.
2. Demi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, pengaturan
mengenai tindak pidana dan sanksi pidana penghinaan dan/atau
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